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Sistem pendidikan di Indonesia memiliki dua sub-sistem utama, yaitu sub-sistem pendidikan sekolah di 
bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan sub-sistem pendidikan 
madrasah dan pendidikan Agama di bawah pengelolaan Kementerian Agama (Kemenag). Dari sekitar 
233.517 lembaga pendidikan sekolah umum dan madrasah, 82 persennya adalah sekolah umum dan 18 
persennya madrasah; dan dari sekitar 49.402.000 peserta didik sekolah umum dan madrasah, 87 persennya 
terdaftar di sekolah umum dan 13 persennya masuk di madrasah. Menurut peraturan perundangan yang 
berlaku di Indonesia, sekolah umum dan madrasah harus mendapatkan perlakuan yang sama di semua 
aspeknya. Lebih jauh lagi, madrasah menggunakan Kurikulum Nasional yang sama dengan sekolah umum 
yang berada di bawah Kemdikbud disamping menggunakan subjek agama Islam seperti yang telah  diatur 
oleh Kemenag.
Madrasah memberi kontribusi penting terhadap pencapaian standar partisipasi di kabupaten/kota (Angka 
Partisipasi Murni/Kasar), target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pemenuhan Standar Pelayanan 
Minimum (SPM) di tingkat Kabupaten. Madrasah berkontribusi kurang lebih 11% dalam partisipasi 
sekolah dasar (MI) dan 22% dalam partisipasi sekolah menengah pertama (MTs). Tetapi, kontribusi terbesar 
adalah dari madrasah swasta. Madrasah swasta biasanya dikelola oleh suatu yayasan keagamaan lokal 
yang sering dikaitkan dengan satu dari dua organisasi Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan 
Muhammadiyah. MI swasta mengambil porsi 9,57% dalam partisipasi dibandingkan dengan 1,43% porsi 
MI negeri; madrasah swasta mengambil porsi 16,5% dalam partisipasi pada sekolah menengah pertama 
dibandingkan dengan 5,5% porsi madrasah negeri1. 
Madrasah selama ini diketahui secara umum menerima dana yang tidak mencukupi untuk melaksanakan 
pendidikan yang berkualitas, dan dalam kasus madrasah swasta, secara signifikan pendanaannya di bawah 
sekolah negeri. Terdapat banyak madrasah yang didirikan oleh masyarakat dan cenderung melayani 
masyarakat miskin. Desentralisasi telah mengatur pengelolaan sekolah negeri di bawah pemerintah 
daerah, akan tetapi pengelolaan madrasah tetap terpusat di bawah Kementerian Agama, sehingga 
pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk mendanai madrasah.
Sasaran Studi
Kerangka acuan studi ini menetapkan tujuan-tujuan studi sebagai berikut:
i. Melaksanakan survei dan pemetaan tentang berbagai praktek pendanaan madrasah yang 
berlangsung saat ini secara nasional, termasuk mengumpulkan pola-pola dan praktek-praktek 
terbaik tentang pendanaan di berbagai wilayah;
1 “Study of the Legal Framework for the Basic Education Sector”, USAID-DBE1 2009
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ii. Melakukan analisis komprehensif terhadap praktek-praktek ini dengan mempertimbangkan 
keuangan publik guna mencapai suatu pola pendanaan yang optimal di dalam suatu pengaturan 
penanggungan beban biaya bersama antara pemerintah dan organisasi penyedia layanan/orang 
tua;
iii. Mengembangkan instrumen kebijakan alternatif untuk memperbaiki akses terhadap pendanaan 
publik untuk madrasah, terutama madrasah swasta;
iv. Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan di Kementerian Agama, Pemerintah 
Daerah dan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengupayakan dukungan dari berbagai pihak.
Dalam konteks pembangunan nasional, hasil studi ini bertujuan untuk memberikan masukan dalam 
pengembangan peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait dengan perbaikan dalam mekanisme 
dan alokasi pendanaan pemerintah untuk madrasah. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan 
pendanaan dan strategi terkait yang lebih efektif yang kemudian akan memperbaiki mutu pengajaran dan 
proses pembelajaran di madrasah. 
Metodologi
Untuk mencapai tujuan tersebut, studi ini menggunakan beberapa metode analisis: content analysis, 
descriptive analysis, statistical analysis, arithmetical analysis dan explanative analysis. Baik data kualitatif 
maupun kuantitatif dari sumber primer dan sekunder dikumpulkan dan dianalisis. Data kualitatif 
dikumpulkan dari wawancara dan diskusi kelompok dengan para pengelola dan pelaksana program pada 
semua tingkatan pemerintahan serta penerima manfaat2. Data kuantitatif dikumpulkan dari dokumen 
pemerintah, catatan sekolah dan berbagai data statistik lainnya. Data pemerintah pusat dilengkapi dengan 
analisis dari data yang dikumpulkan dari lima wilayah sampel di lima provinsi dan dari total 120 madrasah3. 
Studi ini juga mencakup reviu dan analisis mendalam atas peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan pengelolaan dan pendanaan madrasah.
Pengambilan data sampel dilakukan di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Kota Malang Provinsi Jawa 
Timur, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dan Kabupaten 
Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Apendik dari laporan ini mencakup data rinci dari 120 madrasah sampel. Data tersebut tidak saja 
mendukung studi ini tetapi juga bermanfaat bagi studi dan riset lainnya yang berkaitan dengan 
pembiayaan pendidikan.
2 Sebuah catatan konsultasi pemangku kepentingan terlampir sebagai Apendik pada laporan ini
3 Apendik 1 mencantumkan daftar lokasi pengambilan sampel.
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Membangun kehidupan bangsa adalah salah satu dari empat tujuan kemerdekaan Indonesia.4 Dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.5 Pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya 
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.6 Sejalan dengan hal itu, pendidikan 
menjadi hak setiap warga negara, bahkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendanainya.7
Pemangku kepentingan di sektor pendidikan memiliki pandangan yang sama mengenai hak tersebut 
dan bahwa pendanaan pemerintah harus setara untuk warga negara yang memilih untuk mendapatkan 
pendidikannya di sekolah atau di madrasah, baik di lembaga pendidikan negeri ataupun swasta.
2.1 Dasar Hukum Bagi Dukungan Pemerintah untuk   
 Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Agama
Latar Belakang
Salah satu upaya pemerintah dalam mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional 
adalah penyelenggaraan pendidikan melalui madrasah dan pesantren. Hal ini tercantum dalam maklumat 
Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tertanggal 22 Desember 1945, yaitu bahwa 
pengajaran di langgar, surau, masjid dan madrasah berjalan terus dan ditingkatkan. BPKNIP mengeluarkan 
maklumat lebih lanjut pada tanggal 27 Desember 1945 yang berisi agar madrasah dan pesantren 
mendapatkan perhatian dan bantuan materiil dari pemerintah karena madrasah dan pesantren pada 
hakekatnya adalah sumber pendidikan yang sudah berurat-berakar dalam masyarakat Indonesia pada 
umumnya8.
Namun dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional pertama (UU No. 4 Tahun 1950 jo UU No. 12 Tahun 
1954), pendidikan madrasah dan pesantren tidak dimasukan sebagai bagian dari sistem pendidikan 
nasional dan merupakan sistem terpisah di bawah Kementerian Agama. Alasan pemisahan ini menurut 
Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) adalah bahwa pada saat itu pendidikan madrasah 
4 UUD 1945, Alinea ke-4
5 UUD 1945, Pasal 31 ayat 3
6 UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 11 ayat 1
7 UUD 1945, Pasal 31 ayat 1 dan 2; UU Sisdiknas Pasal 5 ayat 1-5, Pasal 6 ayat 1, Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 34 ayat 1-3; 
PP 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Wajar) Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1.
8 Rahim, Husni. 2008. Upaya integrasi madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional. Situs Kementerian Agama. Pub-
likasi: 28 Maret 2008.
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dan pesantren lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum 
terstandar saat itu, memiliki struktur yang tidak seragam dan pengelolaannya tidak berada dibawah 
wewenang Pemerintah. Peserta didik madrasah atau pesantren tidak dapat pindah ke sekolah negeri. Sikap 
pemerintah yang diskriminatif ini diperkuat lagi dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 
dan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974. Pada saat itu, penduduk beragama Islam menolak kebijakan ini 
karena pendidikan madrasah dan pesantren telah ada sejak zaman penjajahan.9
Berdasarkan reaksi masyarakat yang cukup keras tersebut, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan 
Bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam 
Negeri) pada tanggal 24 Maret 1975. SKB mengakui keberadaan madrasah dan relevansinya dalam sistem 
pendidikan nasional. Dalam SKB disebutkan ada tiga tingkatan madrasah dengan komposisi kurikulum 
70 persen mata pelajaran umum dan 30 persen mata pelajaran agama, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang setara dengan Sekolah Dasar (SD), Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Keputusan ini juga memungkinkan murid 
madrasah untuk pindah ke sekolah negeri10. Integrasi penuh dari pendidikan madrasah ke dalam sistem 
pendidikan nasional telah selesai dengan UU Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana 
tujuh mata pelajaran Islam menjadi bagian resmi dari kurikulum madrasah. Sejumlah petunjuk operasional 
dikeluarkan setelah Undang-undang ini disyahkan.
Integrasi pendidikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional ini dioperasionalkan dalam sejumlah 
Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan antara tahun 1990 dan 199311 dan keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional dan Menteri Agama. UU No. 20/2003 menetapkan integrasi madrasah dalam sistem pendidikan 
nasional di era desentralisasi.
Dasar Hukum Pengelolaan Pendidikan di Era Desentralisasi Madrasah
Isu tentang pengelolaan pendidikan madrasah dan pendidikan agama menjadi lebih rumit di tahun 
1999 ketika desentralisasi diperkenalkan. Undang-undang dan peraturan12 desentralisasi memandatkan 
enam fungsi pemerintah untuk tetap terpusat, di mana hal terkait agama adalah salah satunya. Peraturan 
menyatakan pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk: a) mengelola fungsi secara langsung, 
b) mendelegasikan sebagian urusan pemerintah pusat ke unit administrasi vertikal, terutama untuk 
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (di sini istilah “dekonsentrasi” berlaku), atau c) 
menetapkan beberapa urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) dan/
atau ke pemerintah desa berdasarkan azas tugas pendukung (tugas pembantuan)13. 
Pendidikan adalah salah satu dari 31 fungsi pemerintahan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat 
ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten.14 Desentralisasi kewenangan dalam pendidikan adalah 
sebagai berikut:  Pemerintah Pusat membuat kebijakan nasional dan menetapkan standar nasional 
pendidikan untuk menjamin kualitas; Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pengelolaan dan 
administrasi pendidikan, pengembangan staf pendidikan, dan menyediakan fasilitas untuk pengelolaan 
dan administrasi pendidikan antar kabupaten untuk pendidikan dasar dan menengah; Pemerintah 
Kabupaten mengelola dan mengatur pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah 
9 Rahim, Husni. 2008. Upaya integrasi madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional. Situs Kementerian Agama. Pub-
likasi: 28 Maret 2008.
10 Rahim, Husni. 2008. Upaya integrasi madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional. Situs Kementerian Agama. Pub-
likasi: 28 Maret 2008.
11 PP No. 28/1990; SK Menteri Kemdikbud No. 0487/U/1992 dan No. 054/U/1993; SK Kemenag 368 dan 369/1993; 
PP No. 29/1990, SK Menteri Kemdikbud N0.0489/U/1992, SK Kemenag No. 370/1993 (Rahim, Husni. Pengakuan 
Madrasah Sebagai Sekolah Umum (Berciri Khas Islam). Situs Kementerian Agama. Publikasi: 28 Maret 2008.
12 Dasar hukum utama: UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007.
13 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 10 Ayat 3 dan 4 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 1.
14 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 10 Ayat 3, Pasal 13 Ayat 1 dan Pasal 14 Ayat 1 dan Peratu-
ran Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pasal 2 Ayat 2 dan 4.
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dan pendidikan non-formal, serta unit-unit pendidikan unggulan (keunggulan lokal)15. Di bawah undang-
undang dan peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang cukup luas untuk 
mengatur dan menyusun urusan pemerintah daerah secara langsung.16 Fungsi-fungsi pemerintah 
yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah harus disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan 
infrastruktur dan staf.17 
Pemangku kepentingan di sektor pendidikan memiliki pandangan yang berbeda tentang pengelolaan 
pendidikan madrasah dalam era desentralisasi. Undang-Undang Desentralisasi tidak menyatakan 
dengan jelas apakah madrasah dan pendidikan agama dilakukan secara desentralisasi atau sentralisasi. 
Ambiguitas ini meningkatkan polemik dan perdebatan di antara pemangku kepentingan dalam 
pemerintah dan masyarakat. Perdebatan antar pemangku kepentingan berkisar dari mereka yang 
percaya bahwa pendidikan madrasah dan agama harus tetap tersentralisasi hingga mereka yang percaya 
bahwa hal tersebut harus didesentralisasikan.18 Bagi beberapa orang hal ini bukanlah masalah; tetapi 
salah satu masalahnya adalah bagaimana memastikan dana yang cukup untuk madrasah dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan. Karena aspek politik yang dominan, masalah ini belum terpecahkan, 
pada tingkat DPR sekalipun.19 
Kotak 1:  Opini Pemangku Kepentingan Tentang Pengelolaan Pendidikan Madrasah dan 
Pendidikan Agama
1. Kemdikbud bertanggungjawab atas pendidikan nasional dan dapat mendelegasikan kewenangannya 
kepada Kemenag untuk mengelola pendidikan madrasah.
2. Semua bentuk pendidikan (termasuk pendidikan madrasah dan pendidikan agama) seharusnya dikelola 
oleh Kemdikbud agar semua bagian terkait mendapatkan perlakuan yang sama dan mendorong 
koordinasi yang lebih baik.
3. Pendidikan madrasah dan pendidikan agama mempunyai ciri khas yang dapat hilang jika digabungkan 
ke dalam Kemdikbud dan karena itu seharusnya tetap berada di bawah Kemenag.
2.2 Kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan 
  Kebudayaan dan Kementerian Agama
Dana-dana pendidikan yang dikelola oleh Kemdikbud terutama digunakan untuk program prioritas 
nasional seperti rehabilitasi gedung sekolah yang rusak. Dua mekanisme pendanaan utama yang digunakan 
oleh Kemdikbud: Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi. Penggunaan dana Kemdikbud 
untuk madrasah sangat dibatasi oleh peraturan yang berlaku saat ini. Misalnya, Kemdikbud tidak dapat 
mendanai rehabilitasi gedung madrasah yang rusak melalui DAK. Mekanisme Dana Dekonsentrasi hanya 
dapat digunakan untuk memberikan dukungan terbatas kepada madrasah seperti membiayai guru-guru 
madrasah swasta untuk lokakarya atau pelatihan, tetapi mekanisme ini tidak dapat digunakan untuk 
mendanai programbantuan keuangan atau kegiatan operasional.20
15 UU Sisdiknas Pasal 50 Ayat 2-5 dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pasal 2 Ayat 4 
Anek A Pembagian Urusan Pemerintah dalam Pendidikan.
16 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 10 Ayat 2 dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah Pasal 2 Ayat 2.
17 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 Ayat 1 dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah Pasal 2 Ayat 2.
18 Pemangku kepentingan mendukung desentralisasi pendidikan madrasah dan pendidikan agama termasuk 
pejabat pemerintah pusat di lingkungan BAPPENAS, Kemdikbud, Kemendagri dan di lokasi sampel dari Sekretaris 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pejabat BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota, pejabat Dinas Pendidi-
kan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
19 Hasil wawancara dengan pejabat BAPPENAS.
20 Hasil wawancara dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Sekretaris Jenderal Pendidikan Menen-
gah, Direktur SMA dan Direktur SMK.
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Kemdikbud bekerjasama dengan Kemenag dalam mengelola program yang mendirikan SMP yang 
terletak berdekatan dengan pesantren, namun Kemdikbud menemukan kesulitan dalam mendapatkan 
data terkait dan laporan pemantauannya. Sehingga Kemdikbud kesulitan untuk menyesuaikan dukungan 
dana dengan kebutuhan yang ada.21
Kemdikbud juga memiliki program untuk meningkatkan akses pendidikan dasar di 50 kabupaten/kota. 
Kemdikbud telah meminta kepada Dinas Pendidikan kabupaten untuk memasukkan Kemenag dalam 
pengelolaan program guna memastikan madrasah berpartisipasi dalam program ini. Namun ternyata 
masih ada kendala untuk melakukan koordinasi dan komunikasi antara dua dinas tersebut.22
21 Hasil wawancara dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Sekretaris Jenderal Pendidikan Menen-
gah, Direktur SMA dan Direktur SMK.
22 Hasil wawancara dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Sekretaris Jenderal Pendidikan Menen-
gah, Direktur SMA dan Direktur SMK
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Bagian ini membahas kebijakan, peraturan, alokasi dan mekanisme terkini terkait pendanaan pendidikan 
madrasah. Data primer yang digunakan sebagai analisis dikumpulkan dari dokumen Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nasional provinsi dan kabupaten sampel serta data keuangan 120 madrasah sampel dan data 
sekunder yang terdiri dari kebijakan dan peraturan yang relevan. Data kualitatif telah dikumpulkan melalui 
wawancara dan diskusi kelompok terfokus pada organisasi swasta dan masyarakat yang mengelola 
madrasah, pejabat daerah Kemenag di daerah, pejabat pemerintah daerah dan dengan para pejabat 
pemerintah pusat dari Kemendagri, BAPPENAS, Kemenkeu dan Kemdikbud.
3.1 Pendanaan Pendidikan menurut Peraturan    
 Perundang-undangan
Undang-Undang Tahun 2003 tentang Pendidikan (UU No. 20/2003) yang dikenal sebagai “Sisdiknas” 
menyatakan bahwa dana untuk pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, 
pemerintah daerah dan masyarakat.23 Namun khusus untuk pendidikan dasar (kelas 1-9), pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana untuk menyediakan pendidikan bagi 
setiap warga negara yang berusia antara tujuh sampai dengan lima belas tahun tanpa memungut biaya 
apapun, apakah pendidikan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat24. Untuk 
mendanai pendidikan ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengalokasikan paling tidak 
20% dari anggaran tahunannya (APBN dan APBD) untuk membiayai investasi, operasional dan biaya 
personil. 25 
Apendik 3 mencantumkan suatu pemetaan dana pendidikan untuk berbagai komponen pendidikan 
di semua tingkat pendidikan (pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi) dan sumber dana tersebut 
tergantung pada apakah penyelenggara pendidikan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau 
masyarakat (yang mencakup madrasah swasta yang didirikan oleh organisasi-organisasi keagamaan/
yayasan). Peraturan yang mengatur persyaratan pendanaan juga dipetakan dalam Apendik 3 (Lihat juga 
ringkasan dari peraturan utama pada Gambar 1).
Panduan pemahaman analisis sistem pendanaan seperti yang tercantum pada Apendik 3 akan diuraikan 
sebagai berikut.  Pertama, tabel dibagi berdasarkan tingkat pendidikan: pendidikan dasar, pendidikan 
menengah dan pendidikan tinggi. Ada sembilan persyaratan pendanaan utama — biaya investasi, biaya 
operasional, biaya personil dan biaya personal murid (biaya untuk seragam murid, perjalanan ke sekolah, 
23 UU Sisdiknas Pasal 46 Ayat 1.
24 UU Sisdiknas Pasal 11 Ayat 2 dan Pasal 34 Ayat 2 dan 3; PP Wajar Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 9 Ayat 1
25 UU Sisdiknas Pasal 49 Ayat 1 menyatakan bahwa 20% dana untuk pendidikan adalah di luar gaji guru/personil. Na-
mun Pasal 49, Paragraf 1 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan No. 24/PUU-V/2007, 20 Februari 
2008). Dengan demikian, yang 20% saat ini sudah termasuk gaji.
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dll.) -- tercantum di bagian atas tabel. Untuk setiap tingkat pendidikan tercatat ada tiga alternatif untuk 
penyelenggara/penyedia pendidikan -- pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Pihak yang 
bertanggung jawab untuk setiap persyaratan pendanaan dicantumkan di kolom paling kiri. Pihak tersebut 
adalah pemerintah pusat, murid (atau orang tua/wali), para pemangku kepentingan lainnya (termasuk 
yayasan yang mendirikan dan menjalankan madrasah), pemerintah daerah dan pihak asing. Sifat dari 
kewajiban pendanaan untuk masing-masing pihak yang bertanggung jawab untuk setiap persyaratan 
pendanaan dicatat dengan simbol berikut:
 TJ =  tanggung jawab 
  S  = subsidi 
  B  =  bantuan 
  SM  =  (siswa/i) murid miskin 
  MM  =  mahasiswa miskin.
Selain itu, peraturan pemerintah terkait yang memberikan mandat atau memungkinkan persyaratan 
pendanaan dan pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaannya dicatat di kolom sebelah kanan. 
Sebagai contoh, pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat (misalnya, madrasah 
negeri), pemerintah pusat bertanggung jawab (Tj) untuk biaya investasi, operasional dan personil dan 
dapat memberikan dukungan khusus (beasiswa) untuk murid miskin (SM). Murid non-miskin bertanggung 
jawab (Tj) untuk biaya pribadi mereka sendiri. Pemerintah daerah, pemangku kepentingan lain dan pihak 
asing dapat memberikan dukungan dana tidak-wajib (B) untuk investasi dan biaya operasional non-
personil (misalnya penambahan dana BOS untuk madrasah negeri).
Pendidikan Dasar
Untuk pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, semua biaya administrasi 
pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal ini meliputi: investasi lahan, investasi non-
lahan, biaya investasi sumber daya manusia, gaji dan insentif dan insentif profesional. Pemerintah daerah, 
pemangku kepentingan dan pihak asing dapat mendukung pendanaan untuk investasi lahan, investasi 
non-lahan, investasi sumber daya manusia dan biaya operasional non-personil. Biaya pribadi murid untuk 
pendidikan adalah tanggung jawab orang tua/wali, namun murid miskin dapat menerima dukungan 
pendanaan dari pemerintah pusat.
Untuk pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, hampir semua biaya administrasi 
pendidikan, termasuk biaya investasi lahan, biaya investasi non-lahan, biaya investasi sumber daya 
manusia, gaji dan insentif (kecuali untuk insentif profesi) dan manfaat tambahan bagi para pendidik 
dan staf pendidikan serta biaya operasional non-personil menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 
Pemerintah pusat bertanggung jawab atas insentif profesi bagi pendidik dan untuk mendukung biaya lain 
termasuk investasi lahan, investasi non-lahan, investasi sumber daya manusia dan operasi non-personil. 
Pemangku kepentingan lain dan pihak asing dapat mendukung biaya untuk investasi lahan, investasi non-
lahan, investasi sumber daya manusia dan operasi onal untuk non-personil. Biaya pribadi murid untuk 
pendidikan adalah tanggung jawab orang tua/wali, namun murid miskin dapat menerima dukungan dana 
dari pemerintah daerah.
Untuk pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, biaya untuk investasi lahan, investasi non-
lahan, investasi sumber daya manusia, gaji pokok dan tambahan, insentif fungsional dan manfaat tambahan 
harus menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan, sementara insentif profesional bagi pendidik 
dan biaya operasional non-personil harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, pemangku kepentingan lain dan pihak asing dapat mendukung pendanaan biaya 
untuk investasi lahan, investasi non-lahan, investasi sumber daya manusia, biaya operasional personil dan 
biaya operasional non-personil. Biaya pribadi murid untuk pendidikan adalah tanggung jawab orang tua/ 
wali, namun murid miskin dapat menerima dukungan dana dari pemerintah pusat atau daerah atau dari 
penyelenggara pendidikan swasta/masyarakat.
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Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi
Untuk pendidikan menengah dan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, biaya untuk 
investasi lahan, gaji dan insentif bagi guru dan tenaga kependidikan menjadi tanggung jawab pemerintah 
pusat, sedangkan biaya untuk investasi non-lahan dan biaya operasional non-personil menjadi tanggung 
jawab bersama antara pemerintah pusat dan masyarakat, khususnya orang tua/wali murid. Pemerintah 
daerah, pemangku kepentingan lain dan pihak asing dapat mendukung pendanaan untuk biaya investasi 
lahan, investasi non-lahan dan biaya operasional non-personil. Biaya pribadi murid untuk pendidikan 
adalah tanggung jawab orang tua/wali, namun murid miskin dapat menerima dukungan pendanaan dari 
pemerintah pusat.
Untuk pendidikan menengah dan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, semua biaya 
untuk investasi lahan, gaji dan insentif bagi guru dan tenaga kependidikan, kecuali untuk insentif profesi, 
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan biaya untuk investasi non-lahan dan biaya 
operasional non-personil menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, 
khususnya orang tua/wali. Pemerintah pusat, pemangku kepentingan dan pihak asing dapat mendukung 
pendanaan untuk biaya investasi lahan, investasi non-lahan dan biaya operasi non-personil. Biaya pribadi 
murid pendidikan adalah tanggung jawab orang tua/wali, namun murid miskin dapat menerima dukungan 
pendanaan dari pemerintah daerah.
Untuk pendidikan menengah dan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, biaya investasi lahan 
menjadi tanggung jawab penyelenggara, sedangkan biaya lainnya untuk investasi non-lahan, gaji dan 
insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan, kecuali untuk insentif profesi dan biaya operasional 
non-personil menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara dan orang tua/wali. Pemerintah 
pusat memberikan subsidi untuk insentif profesi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku 
kepentingan lain dan pihak asing dapat mendukung pendanaan untuk biaya investasi lahan, investasi 
non-lahan, investasi sumber daya manusia, biaya operasional personil dan non-personil. Biaya pribadi 
murid untuk pendidikan adalah tanggung jawab orang tua/wali, namun murid miskin dapat menerima 
dukungan pendanaan dari pemerintah pusat atau daerah atau dari penyelenggara masyarakat/swasta.
Analisis di atas menunjukkan bahwa ada pembagian tanggung jawab yang jelas dalam pendanaan 
pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Namun 
proporsi tanggung jawab ini tidak didefinisikan secara jelas terutama tanggung jawab yang mungkin/
bisa  ditambahkan oleh pihak lain selain penyedia utama (bantuan). Analisis di atas juga tidak membantu 
menyelesaikan masalah terkait “mandat untuk tidak mendanai”. Misalnya, peraturan mengharuskan 
pendidikan dasar untuk bebas pungutan. Namun studi lain (Studi ACDP 006 tentang pengembangan 
strategi pendidikan bebas biaya) jelas menunjukkan bahwa saat ini dana yang ada tidak cukup untuk 
membiayai mandat ini---baik untuk sekolah negeri dan swasta dan madrasah. Proporsi yang tidak jelas dari 
tanggung jawab tersebut juga menghasilkan kelebihan pendanaan di beberapa kasus dan kekurangan 
pendanaan di kasus lain sehingga mengakibatkan inefisiensi yang besar dalam sistem ini. Keadaan ini 
secara jelas terlihat dalam analisis pendanaan di lima lokasi sampel (terutama dapat dilihat di Tabel 2, 3, 
dan 4). 
3.2 Kebijakan Pemerintah tentang Pendanaan    
 Pendidikan di Tingkat Nasional
Pada tahun 2011 anggaran pendidikan mencapai Rp 243 trilyun atau 20,20 % dari APBN. (Lihat Tabel 1). 
Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 243 trilyun, dana pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah 
Pusat sebesar Rp 84,175 trilyun dan yang ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar Rp 156,608 trilyun. 
Anggaran pendidikan yang dikelola Pemerintah Pusat tersebut dialokasikan di Kemdikbud sebesar Rp 
50,349 trilyun, Kemenag sebesar Rp 26,263 trilyun, kementerian/lembaga lain sebesar Rp 5,400 trilyun dan 
non kementerian/lembaga sebesar Rp 2,163 trilyun. 
14
Bab 3  Analisis Berbagai Praktek tentang Pendanaan Madrasah
Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan
Dana pendidikan yang ditransfer ke Pemerintah Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pendidikan 
sebesar Rp 0,754 trilyun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar Rp 10,041 trilyun, Dana Alokasi 
Umum (DAU) Pendidikan sebesar Rp 104,106 trilyun, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah 
sebesar Rp 3,696 trilyun, Dana Tambahan Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp 17,149 trilyun, Dana Insentif 
Daerah sebesar Rp 1,388 trilyun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 16,812 trilyun, dan Dana 
Otonomi Khusus Pendidikan sebesar Rp 2,662 trilyun.
Tabel 1:  Anggaran Pendidikan dari APBN Tahun 2011
Jenis Anggaran Nilai (Rp Trilyun)
I. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat  84,175
A.  Anggaran Pendidikan pada Kementerian/Lembaga  82,012
 1. Kementerian Pendidikan Nasional  50,349
 2. Kementerian Agama  26,263
 3. Kementerian Negara/Lembaga lainnya  5,400
B.  Anggaran Pendidikan pada non Kementerian/Lembaga  2,163
II.  Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah  156,608
 1. DBH Pendidikan  0,754
 2. DAK Pendidikan  10,041
 3. DAU Pendidikan  104,106
 4. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD  3,696
 5. Dana Tambahan Tunjangan Profesi Guru  17,149
 6. Dana Insentif Daerah  1,388
 7. Bantuan Operasional Sekolah/BOS  16,812
 8. Dana Otonomi Khusus Pendidikan  2,662
III.  Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan  2,500
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional  2,500
TOTAL  243,283
Sumber: RUU APBN 2011
Rasio perbandingan alokasi anggaran pendidikan yang dikelola Kemdikbud dan Kemenag adalah 80:20. 
Proporsi 80:20 ini bukan merupakan formula standar namun dikembangkan oleh BAPPENAS secara 
bertahap berdasarkan pembicaraan dan persetujuan dengan Kemdikbud dan Kemenag. Hal ini kemudian 
didiskusikan dan disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DPR. Alokasi pendanaan ini 
dilakukan berdasarkan perbandingan jumlah institusi dan peserta didik di sekolah yang dikelola atau 
diawasi oleh Kemdikbud dan jumlah institusi dan murid madrasah dan pendidikan Agama yang dikelola 
oleh Kemenag.
Yang juga termasuk dalam dana yang dialokasikan untuk Kemdikbud adalah anggaran yang dikelola 
langsung oleh Kementerian ini seperti anggaran alokasi khusus (DAK) yang digunakan untuk pengadaan 
infrastruktur di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah (SMP); DAK tersebut disalurkan melalui 
pemerintah kabupaten. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disalurkan dari Kemdikbud langsung 
ke sekolah-sekolah. Kemdikbud juga menyalurkan bentuk-bentuk bantuan dan tambahan lainnya kepada 
pemerintah daerah. Namun di luar dari alokasi Kemdikbud adalah dana untuk pendidikan termasuk dana 
alokasi umum (DAU) yang ditransfer dari APBN kepada pemerintah kabupaten/kota; alokasi ini sebagian 
besar digunakan untuk gaji pokok, insentif yang melekat pada gaji pokok dan insentif bagi guru PNS, 
termasuk guru sekolah reguler dan administrator pendidikan.
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Alokasi Kemenag mencakup semua pengeluaran untuk pendidikan madrasah dan pendidikan agama. Ini 
termasuk biaya personil untuk madrasah negeri di semua tingkatan (dasar, menengah, perguruan tinggi), 
untuk gaji pokok bagi guru dan administrator yang PNS, insentif yang melekat pada gaji pokok, insentif 
fungsional, insentif profesional dan pengembangan profesional (dalam bentuk pendidikan, pelatihan, 
lokakarya, dll.). Transfer dana BOS yang digunakan untuk membiayai pendidikan tingkat dasar di madrasah 
- baik negeri atau swasta - dilakukan melalui kantor Kemenag daerah. Setelah mengizinkan pembiayaan 
ini, Kemenag menyediakan berbagai bentuk dukungan pendanaan bagi madrasah swasta yang mengikuti 
proporsi alokasinya.
Masih terdapat perbedaan persepsi dan pendapat antara BAPPENAS dan Kemenag mengenai kelayakan 
dan kesesuaian alokasi untuk Kemdikbud dan Kemenag. 
3.3 Pendanaan Pendidikan untuk Madrasah Negeri dan  
 Swasta di Lima Wilayah Sampel 
Analisis data pendanaan madrasah negeri dan swasta di lima wilayah sampel (Lihat Apendik 1) akan 
dibahas dalam bagian ini. Data diperoleh melalui pemeriksaan catatan keuangan yang tersedia di tingkat 
kabupaten dan catatan sekolah di 120 madrasah sampel dan melalui wawancara mendalam dengan 
para pemangku kepentingan di bidang pendidikan di lima wilayah sampel. Data baku dilampirkan pada 
Apendik 4 (Tabel Ap 4. 1-15). Rangkuman dan analisis data tesrebut disajikan dalam tabel-tabel 2, 3 dan 4. 
Dana MI Negeri berkisar antara Rp 1.145.000 sampai Rp 12.428.000 per murid per tahun dengan rata-rata 
Rp 5.525.000/murid/tahun. Dana MI Swasta berkisar antara Rp 95.890 hingga Rp 3.462.000/murid/tahun 
dengan rata-rata Rp 1.016.000 (kurang dari seperlima dari rata-rata yang diterima oleh MI Negeri) (Tabel 2).
Dana MTs negeri berkisar antara Rp 3.949.000 hingga Rp 9. 996.000 per murid per tahun dengan rata-rata 
Rp 6.945.000. Dana MTs swasta berkisar dari Rp 201. 271 sampai Rp 11.630.714/murid/tahun dengan rata-
rata Rp 2.646.000 (Tabel 2).
Dana MA Negeri berkisar antara Rp 5.056.314 hingga Rp 17.868.000 per murid per tahun dengan rata-rata 
Rp 10.050.000. Dana MA Swasta berkisar antara Rp 419.556 hingga Rp 7.870.000/murid/tahun dengan 
rata-rata Rp 2.533.000 (Tabel 2).
Ringkasan Analisis
Sumber pendanaan utama baik untuk madrasah negeri maupun swasta adalah dari pemerintah dengan 
kontribusi kecil dari masyarakat, meskipun proporsi dana dari masyarakat cenderung meningkat pada 
tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Proporsi pemerintah dan masyarakat untuk MI Negeri adalah 96:4, 
91:9 untuk MTs Negeri dan 88:11 untuk MA Negeri. Proporsi dana pemerintah dan masyarakat untuk 
madrasah swasta adalah 75:25 untuk MI Swasta, 70:30 untuk MTs Swasta dan 42:58 untuk MA Swasta.
Walaupun analisis ini menunjukkan bahwa madrasah swasta sangat bergantung kepada pemerintah 
untuk pendanaan, analisis ini tidak membahas kecukupan dari pendanaan tersebut. Pembahasan terkait 
pembiayaan madrasah yang tidak mencukupi untuk memenuhi SPM ditampilkan di tempat lain. 
Perlu dicatat bahwa sebelum adanya BOS dan kebijakan pendidikan dasar bebas biaya, orang tua dan 
masyarakat telah menanggung sebagian besar biaya yang terkait kegiatan madrasah swasta. Hal ini 
menunjukkan, walaupun pendanaan pemerintah untuk madrasah swasta bertambah dan adanya 
peningkatan pendanaan dari pemerintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini, masyarakat 
tetap bersedia memberikan kontribusi mereka. 
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Tabel 2: Besaran Dana Pendidikan yang Diterima Madrasah per Peserta Didik menurut Status dan 
Jenjang dan Sumbernya di Lima Wilayah Sampel
Status and Level of 
Madrasah
Dana Pendidikan yang Diterima per Peserta  
Didik (Rp) Sumber Dana (%)
Minimum Maksimum Rata-rata Pemerintah Masyarakat
MI Negeri 1,145,000 12,428,000 5,525,000 95.60 4.40
MI Swasta 95,890 3,462,000 1,016,000 75.50 24.50
MTs Negeri 3,949,000 9,996,000 6,945,000 91.40 8.60
MTs Swasta 201,271 11,630,714 2,646,000 69.10 30.90
MA Negeri 5,056,314 17,868,00 10,050,000 81.30 18.70
MA Swasta 419,556 7,870,000 2,533,000 41.90 58.10
Tabel 3:  Persentase Dana Pendidikan dari Pemerintah yang Diterima Madrasah Swasta Sampel 
menurut Jenis Sumber Dana Pendidikan Pemerintah di Masing-masing Kabupaten/Kota 
Sampel
Kabupaten/Kota
Persentase Dana Pendidikan dari Masing-masing Jenis Pemerintah (%)
Kementerian 
Agama K/L Pusat Lain Pemda Provinsi Pemda Kab/Kota
Kota Malang, Jatim  69,12  13,9  9,66  7,63
Kota Bukit Tinggi, Sumbar  75,47  7,95  1,20  15,38
Kab. Banjar, Kalsel  83,33  0,15  5,91  10,60
Kab. Lombok Timur, NTB  94,89  0,03  4,73  0,35
Kota Gorontalo, Goronatalo  97,29  1,30  0,82  0,60
Rata-rata  84,02  4,61  4,46  6,91
Dari keseluruhan dana pendidikan pemerintah yang diterima madrasah swasta, yang paling besar adalah 
dari Kemenag (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang secara rata-rata mencapai 84,02 persennya dan 
sisanya dari Pemda Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota) sebesar 
6,91 persen, Pemda Provinsi (Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah Provinsi) sebesar 4,46 persen dan 
Kementerian/Lembaga Pusat lain (Kemdikbud dan Kementerian/Lembaga Pusat lain) sebesar 4,61 persen. 
(Lihat Tabel 3)
Persentase dana pendidikan bagi madrasah swasta dari berbagai sumber pemerintahan tersebut berbeda-
beda di antara kelima wilayah sampel. Di Kota Gorontalo persentase dana pendidikan dari Kemenag adalah 
yang terbesar di antara kelima Kabupaten/Kota sampel, yaitu 97,29 persen; sedangkan di Kota Malang 
persentase dana pendidikan dari Kemenag adalah yang terkecil, yaitu 69,12 persen. Pemda Kabupaten/
Kota Bukittinggi adalah Pemda Kabupaten/Kota yang memberikan dana pendidikan kepada madrasah 
swasta tertinggi, yaitu 15,38 persen, di antara kelima Kabupaten/Kota sampel, sedangkan Pemda 
Kabupaten Lombok Timur adalah yang terendah, yaitu 0,35 persen. Pemda Provinsi Jawa Timur adalah 
Pemda Provinsi yang memberikan dana pendidikan kepada madrasah swasta tertinggi, yaitu 9,66 persen, 
di antara kelima Kabupaten/Kota sampel, sedangkan Pemda Provinsi Gorontalo adalah yang terendah, 
yaitu 0,82 persen (Lihat Tabel 3, kolom 2 dan 5).
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Tabel 4: Komposisi Pendanaan Madrasah Swasta di Masing-masing Jenjang  
menurut Jenis Sumber Dana Pemerintah dan Masyarakat di 5 Wilayah Sampel
Kabupaten/Kota Jenjang  Madrasah
Komposisi Sumber Pendanaan (%)
Pemerintah Masyarakat Total
1 2 3 4 5
Malang, Jawa Timur 
MI  51,13  48,87  100
MTs  57,94  42,06  100
MA  26,27  73,73  100
Rata-rata  44,69  55,31  100
Bukittinggi, Sumatera Barat
MI  65,86  34,14  100
MTs  51,47  48,53  100
MA  33,68  66,32  100
Rata-rata  47,65  52,35  100
Banjar, Kalimantan Selatan
MI  74,96  25,04  100
MTs  69,49  30,51  100
MA  36,26  63,74  100
Rata-rata  60,23  39,77  100
East Lombok, NTB
MI  92,49  7,51  100
MTs  90,05  9,95  100
MA  53,22  46,78  100
Rata-rata  78,75  21,25  100
Gorontalo, Gorontalo
MI  81,62  18,38  100
MTs  86,71  13,29  100
MA  61,03  38,97  100
Rata-rata  78,42  21,58  100
Rata-rata
MI  73,21  26,79  100
MTs  71,13  28,87  100
MA  42,09  57,91  100
Rata-rata  61,95  38,05  100
Agregasi data yang disajikan di atas tidak menggambarkan beberapa perbedaan besar dalam pendanaan 
dan berbagai sumber pendanaan yang cenderung terjadi di madrasah swasta. Berikut adalah beberapa 
contoh dari analisis pendanaan terinci untuk tahun 2011 yang menggunakan 14 dari 120 sekolah sampel. 
Jumlah yang ditampilkan adalah jumlah pendanaan per siswa. 
(1) MTs Muhammadiyah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang menerima dana pendidikan dari 
pemerintah sebesar Rp 10.851.000 per murid yang terdiri dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera 
Barat sebesar Rp 5.714.000 per murid, dari Kemenag Pusat sebesar Rp 5.077.000 per murid dan 
dari Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi sebesar Rp 60 ribu per murid. (Lihat 
Apendik 4 Tabel Ap 4.2 Kolom-kolom 3, 11 dan 19).
(2) MTs Koto Laweh Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang menerima dana pendidikan dari 
pemerintah sebesar Rp 3.386.000 per murid yang terdiri dari Direktorat Jenderal Peternakan 
Kementerian Pertanian sebesar Rp 2.691.000 per murid, Kemenag Pusat sebesar Rp 469.000 per 
murid dan Kemenag Provinsi sebesar Rp 230 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.2 Kolom 3 
dan 7).
(3) MTs PP Al Ma’arif Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang menerima dana pendidikan dari 
pemerintah sebesar Rp 2.510.000 per murid yang terdiri dari Kemenag Pusat sebesar Rp 2.491.000 
per murid dan Kemenag Provinsi sebesar Rp 19 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.2 Kolom-
kolom 3 dan 7).
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(4) MTs Hidayatul Mubtadin Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang menerima dana pendidikan dari 
pemerintah sebesar Rp 3.667.000 per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 
2 juta per murid dan Dinas Pendidikan Provinsi sebesar Rp 1.667.000 per  murid. (Lihat Apendik 4 
Tabel Ap 4.5 kolom-kolom 3 dan 7).
(5) MTs Nurul Huda Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang menerima dana pendidikan dari pemerintah 
sebesar Rp 2.419.000 per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 2,152 juta per 
murid dan Dinas Pendidikan Kota sebesar Rp 268 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.5 
Kolom-kolom 3 dan 7).
(6) MA Darut Tauhid Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang menerima dana pendidikan dari pemerintah 
sebesar Rp 3,086 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 776 ribu per 
murid, Kementerian/Lembaga Pusat lain sebesar Rp 1,810 juta per murid, Kemenag Provinsi sebesar 
Rp 353 ribu per murid dan Dinas Pendidikan Provinsi sebesar Rp 146 ribu per murid. (Lihat Apendik 
4 Tabel Ap 4.5 Kolom-kolom 3, 7 dan 11).
(7) MA Pangeran Antasari Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima dana 
pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 3,124 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag 
Pusat sebesar Rp 309.700 per murid, Kemenag Provinsi sebesar Rp 13 ribu per murid dan Dinas 
Pendidikan Provinsi sebesar Rp 14 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.8 Kolom-kolom 3, 9 
dan 11).
(8) MI Muhammadiyah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menerima dana pendidikan dari 
pemerintah sebesar Rp 2,472 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar 
Rp 218 ribu per murid, Kemenag Provinsi sebesar Rp 120 ribu juta per murid dan Kemenag Kota 
sebesar Rp 172 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.11 Kolom-kolom 3, 9 dan 15).
(9) MTs Al-Khairat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menerima dana pendidikan dari pemerintah 
sebesar Rp 2,583 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 822 ribu per 
murid, Kemenag Provinsi sebesar Rp 1,574 juta per murid, Kemenag Kota sebesar Rp 142 ribu per 
murid dan Dinas Pendidikan Provinsi sebesar Rp 44 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.11 
Kolom 3, 9, 11 dan 15).
(10) MTs Nurul Yakin Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menerima dana pendidikan dari pemerintah 
sebesar Rp 2,534 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 58 ribu per 
murid, Kemenag Provinsi sebesar Rp 2,309 juta per murid dan Kemenag Kota sebesar Rp 168 ribu per 
murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.11 Kolom-kolom 3, 9, 11 dan 15).
(11) MTs Hidayatullah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menerima dana pendidikan dari 
pemerintah sebesar Rp 4,849 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 
1,481 juta per murid, Kemdikbud sebesar Rp 735 ribu, Kemenag Provinsi sebesar Rp 2,500 juta per 
murid, Dinas Pendidikan Provinsi sebesar Rp 59 ribu per murid dan Kemenag Kota sebesar Rp 74 
ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.11 Kolom-kolom 3, 9, 11 dan 15).
(12) MI Al Huda Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menerima dana pendidikan dari pemerintah 
sebesar Rp 2,875 juta per murid dari Kemenag Pusat. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.11 Kolom 3).
(13) MTs Al Yusra Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menerima dana pendidikan dari pemerintah 
sebesar Rp 4,059 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 3,622 juta dan 
Bagian Kesra Setda Kota sebesar Rp 438 ribu per murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.11 Kolom-kolom 
3 dan 19).
(14) MAS Nurul Yakin Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menerima dana pendidikan dari 
pemerintah sebesar Rp 3,248 juta per murid yang terdiri dari dana dari Kemenag Pusat sebesar Rp 
234 ribu, Kemenag Provinsi sebesar Rp 3,010 juta dan Dinas Pendidikan Kota sebesar Rp 4 ribu per 
murid. (Lihat Apendik 4 Tabel Ap 4.11 Kolom-kolom 3, 9 dan 17).
Analisis di atas menunjukkan bahwa tidak ada tidak ada basis yang komprehensif atau konsisten dalam 
pendanaan madrasah swasta oleh pemerintah pusat atau daerah.
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Pendanaan Madrasah Swasta di Kota Malang Provinsi Jawa Timur
Hasil survei pendanaan dari sampel madrasah swasta di Kota Malang Provinsi Jawa Timur dirangkum 
dalam Tabel-tabel 3 dan 4. MI swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 51,13 persen dari pemerintah 
dan 48,87 persen dari masyarakat, MTs swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 57,94 persen dari 
pemerintah dan 42,06 persen dari masyarakat, MA swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 26,27 
persen dari pemerintah dan 73,73 persen dari masyarakat. Jadi dana pendidikan dasar telah mendekati 
50% dari pemerintah dan 50% dari masyarakat.
Kemenag pusat memberikan dana pendidikan sebesar 68,12 persen, sementara 13,9 persen berasal dari 
Kemdikbud dan/atau Kementerian/Lembaga Pusat lain, 9,66 persen dari Pemda Provinsi Jawa Timur dan 
7,63 persen dari Pemda Kota Malang. Kemenag memberikan BOS kepada semua MI swasta. Selain itu, 
kepada MA swasta yang jumlah peserta didiknya lebih dari 80 persen dari keseluruhan MAS Kemenag 
hanya memberikan bantuan dana yang bersifat operasional26.
Pemda Provinsi Jawa Timur mengalokasikan 36 persen dari APBD 2011 untuk pendanaan pendidikan 
yang mencakup pendidikan keagamaan. Terkait dengan pendanaan pendidikan keagamaan, Pemda Jawa 
Timur memberikan bantuan sebagai berikut:27
•	 Sejak tahun 2006 pemerintah provinsi telah membiayai 50% dari biaya operasional untuk kelas 
pendidikan agama bagi murid SD dan SMP (yaitu Madrasah Diniyah Ula dan Madrasah Diniyah 
Wustho), baik dari sekolah reguler negeri maupun madrasah negeri dan swasta, sedangkan 
pemerintah kabupaten menyediakan dana pendamping sebesar 50%.28 Pada tahun 2011 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana sebesar Rp 492.000.000.000 untuk subsidi 
ini. Subsidi ini tidak terserap seluruhnya dan jumlah yang tidak digunakan dikembalikan ke kas 
provinsi. Dalam banyak kasus, organisasi yang menyediakan kelas-kelas pendidikan agama tidak 
bisa memenuhi standar minimal administrasi.
• Selain bantuan untuk operasional, Pemda Jawa Timur memberikan bantuan rehabilitasi madrasah 
Diniyah. Namun demikian dana rehabilitasi tersebut tidak dapat diserap dengan baik karena 
pembelajaran madrasah Diniyah ada yang dilakukan di mesjid, bukan di ruang kelas.
• Pemerintah Jawa Timur memberikan bea siswa untuk guru madrasah diniyah sebesar Rp 300 ribu 
per bulan. Bea siswa diberikan kepada guru yang belum memiliki ijazah S1 sehingga mereka bisa 
meneruskan pendidikannya.
• Biro Kesejahteraan Masyarakat Pemda Jawa Timur memberikan hibah kepada pesantren agar para 
santri mengikuti program Kejar Paket A dan Paket B dalam penuntasan wajib belajar pendidikan 
dasar. Namun demikian hibah tidak diberikan kepada madrasah swasta.
Pada tahun 2011 Pemda Kota Malang menganggarkan Rp 1,2 trilyun untuk pendidikan dasar. Dari dana 
ini, 95 persennya dialokasikan untuk pendidikan dasar di sekolah dan 5 persennya untuk pendidikan 
dasar di madrasah. Termasuk di dalamnya pemberian BOSDA kepada Madrasah Diniyah yang dilakukan 
bersama Pemda Provinsi Jawa Timur dengan pembagian beban 50:50 persen dan bantuan kepada 700 
guru madrasah swasta. 
26 Hasil wawancara dengan Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Kemenag Kota Malang.
27 Hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Pendidikan Provin-
si Jawa Timur, Kakanwil Kemenag Jawa Timur dan Kepala Kantor Kemenag Kota Malang.
28 Bantuan ini disebut Bantuan Operasional Sekolah Daerah/BOSDA. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pen-
capaian target pendidikan dasar wajib. Namun demikian, ada perdebatan mengenai seberapa besar kontribusi 
yang diberikan oleh pendidikan setelah jam sekolah tersebut kepada pencapaian target pendidikan dasar wajib. 
Penelitian yang dilakukan oleh USAID pada tahun 2011 menunjukkan, bahwa sebagian besar siswa SMP tidak 
mengikuti pendidikan setelah jam sekolah tersebut, karena mereka lebih berkonsentrasi dalam mata pelajaran 
wajib.
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Setiap madrasah swasta boleh mendapat bantuan setiap tahun. Bahkan untuk tindakan darurat seperti 
rehabilitasi ruang kelas dimungkinkan dalam satu tahun memperoleh bantuan lebih dari satu kali, 
berdasarkan proposal yang diajukan dan verifikasi di lapangan oleh aparat Dinas Pendidikan Kota Malang. 
Bantuan diberikan langsung melalui rekening madrasah swasta penerima. Sebagai persyaratan, madrasah 
sudah diakreditasi dan memiliki ijin operasional yang dikeluarkan oleh Kemenag Kota Malang dalam lima 
tahun terakhir.29
Di samping itu, seluruh karyawan Dinas Pendidikan Kota Malang memberikan Zakat Infak dan Shodaqoh 
(ZIS) yang dikumpulkan setiap tahun kepada madrasah swasta dengan besaran mulai Rp 750 ribu sampai 
dengan Rp 2 juta per madrasah per tahun sesuai dengan proposal yang diterima.
Para pejabat Kemenag Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang menilai bahwa pendanaan pendidikan 
madrasah swasta oleh Pemda Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang tidak memadai. Selain itu pemberian 
BOSDA oleh Pemda Jawa Timur kepada sekolah negeri dan Madrasah Diniyah tetapi tidak kepada madrasah 
yang tidak menerapkan kurikulum nasional diangap tidak adil.30 Juga diduga ada kecenderungan 
mengurangi dana pendidikan dalam APBD sehingga bantuan dana untuk madrasah juga berkurang.31
Pendanaan Madrasah Swasta di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat 
Hasil survei pendanaan madrasah swasta di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dirangkum dalam 
Tabel-tabel 3 dan 4. MI Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 65,34 persen dari pemerintah 
dan 34,14 persen dari masyarakat, rasio perbandingan penerimaan dana pendidikan di MTs Swasta dari 
pemerintah dan masyarakat adalah 51,47% : 48,53%, sementara rasio perbandingan penerimaan dana 
pendidikan di MA Swasta dari pemerintah dan masyarakat adalah 33,68% : 66,20 %. Sehingga bisa 
disimpulkan, pendanaan untuk pendidikan dasar telah mendekati 50% dari pemerintah dan 50% dari 
masyarakat. Dari hasil survei madrasah di Kota Bukittinggi Sumatera Barat juga diketahui bahwa dari 
keseluruhan dana pendidikan yang dari pemerintah, rata-rata 75,47 persen dari Kemenag, 7,95 persen 
dari Kemdikbud dan/atau Kementerian/Lembaga Pusat lain, 1,20 persen dari Pemda Provinsi Sumatera 
Barat dan 15,38 persen dari Pemda Kota Bukittinggi. Dana BOS termasuk di dalam pendanaan Kemenag.
Pendanaan untuk madrasah swasta dari Kemenag Provinsi Sumatera Barat terutama dalam bentuk dana 
BOS bagi MI dan MTs. Bentuk lainnya adalah beasiswa kepada murid. Sebenarnya madrasah swasta juga 
membutuhkan bantuan sarana dan prasarana. Akan tetapi anggaran di Kemenag Provinsi Sumatera Barat 
sangat terbatas sehingga tidak dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada madrasah 
swasta.32 Disamping itu ada juga pendanaan langsung dari Kemenag pusat.33
Bantuan pendanaan madrasah swasta dari Kemenag Kota Bukittinggi terutama dalam bentuk BOS untuk 
MI dan MTs swasta. Besarnya dana BOS per murid adalah sama untuk sekolah negeri dan madrasah. 
Bantuan lainnya adalah untuk peningkatan kompetensi guru madrasah swasta seperti yang dilakukan 
juga untuk guru madrasah negeri.
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pemda Provinsi Sumatera Barat menganggarkan untuk pendidikan 
sebanyak 20 persen dari APBD. Berkaitan dengan bantuan pendanaan kepada madrasah swasta, Pemda 
Provinsi Sumatera Barat memberikan hibah dan bantuan sosial. Bantuan sosial berupa beasiswa diberikan 
kepada anak-anak miskin yang bersekolah di SMA dan MA dengan jumlah Rp. 700 ribu per murid per tahun 
dan diberikan langsung kepada murid. Pendanaannya merupakan pendanaan bersama antara Pemda 
Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota dengan rasio sebesar 50:50 persen. Pemda Provinsi Sumatera Barat 
juga memberikan beasiswa kepada lulusan SMA dan MA yang berprestasi untuk melanjutkan studinya ke 
29 Hasil wawancara dengan BAPPEDA dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.
30 Hasil wawancara dengan Kakanwil Kemenag Jawa Timur dan Kepala Kantor Kemenag Kota Malang.
31 Hasil wawancara dengan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.
32 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
33 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.
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jenjang universitas dan Pemda juga membangun asrama bagi pelajar dari Sumatera Barat yang bersekolah 
di Mesir. Bantuan lain yang diberikan adalah alat tulis untuk mengikuti ujian nasional.34
Menurut pejabat Kantor Wilayah Kemenag Sumatera Barat, bantuan pendanaan kepada madrasah swasta 
hanya berupa beasiswa. Itupun nilai kecil dan sangat selektif.35
Anggaran pendidikan di Kota Bukittinggi mencapai 30 persen dari APBD, didalamnya termasuk gaji dan 
tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan. Berkaitan dengan bantuan pendanaan pendidikan bagi 
madrasah swasta, Pemda Kota Bukittinggi memberikan dana hibah, beasiswa, peningkatan kompetensi 
guru, penyediaan pendidik dan sarana dan prasarana. Hibah diberikan dalam bentuk uang tidak dalam 
bentuk aset karena kalau dalam bentuk aset akan menjadi masalah tentang kepemilikan aset tersebut, 
apakah menjadi milik madrasah atau Pemda. Hibah digunakan untuk biaya operasional sekolah, tapi 
menurut ketentuan yang berlaku hal ini hanya berlaku pada situasi tertentu. Mereka mendanai 50% 
beasiswa dengan dasar pembagian rasio yang sama dengan Pemerintah Provinsi. 
Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi juga menyumbangkan komputer sebanyak 30 unit kepada madrasah 
swasta. Namun dengan adanya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial, 
mulai tahun 2012 Pemerintah Daerah hanya boleh memberikan bantuan berupa kegiatan yang berdampak 
sosial, seperti bantuan sosial untuk rumah sakit.36
Pendanaan Madrasah Swasta di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 
Hasil survei pendanaan madrasah swasta di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dirangkum 
dalam Tabel-tabel 3 dan 4. MI swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 74,96 persen dari pemerintah 
dan 25,04 persen dari masyarakat, MTs Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 69,49 persen 
dari pemerintah dan 30,51 persen dari masyarakat, MA Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 
36,26 persen dari pemerintah dan 63,74 persen dari masyarakat. Dengan demikian, sumber dana untuk 
pendidikan dasar telah mendekati 70% dari pemerintah dan 30% masyarakat.
Menurut hasil survei keseluruhan dana pendidikan yang berasal ari pemerintah memilik rasio rata-rata 83,33 
% dari Kemenag (Pusat, Provinsi dan Kota), 0,15 persen dari Kemdikbud dan/atau Kementerian/Lembaga 
Pusat lain, 5,91 persen dari Pemda Provinsi Kalimantan Selatan, dan 10,69 persen dari Pemda Kabupaten 
Banjar. Pendanaan dari Kemenag termasuk dana BOS untuk semua madrasah. Madrasah Aliyah Swasta (MAS) 
yang menampung sekitar 80% murid dibanding madrasah negeri yang menampung 20% murid, menerima 
dukungan keuangan yang relatif kecil dari Kemenag yang hanya terbatas untuk biaya operasional.
Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dana BOS untuk madrasah swasta jenjang pendidikan 
dasar dan bantuan sarana dan prasarana untuk madrasah swasta pada semua jenjang. Besaran dana 
BOS per murid untuk madrasah swasta sama dengan sekolah negeri. Biaya satuan (unit cost) sarana dan 
prasarana yang diberikan ke madrasah swasta adalah sama dengan madrasah negeri. Tetapi tidak semua 
madrasah swasta mendapatkan bantuan sarana dan prasarana tersebut karena jumlah madrasah swasta 
banyak sekali, perbandingan jumlah madrasah swasta dengan madrasah negeri adalah 90:10 persen.37
Kemenag Kabupaten Banjar memberikan bantuan rehabilitasi gedung untuk madrasah swasta. Tetapi 
pemberiannya tidak merata, hanya 10 persen dari jumlah madrasah swasta yang diperkirakan menerima 
bantuan tersebut. Selain itu, Kemenag Kabupaten Banjar juga memberikan bantuan untuk sertifikasi 
beberapa guru madrasah swasta, namun kantor tersebut tidak membiayai guru-guru madrasah swasta.38
34 Hasil wawancara dengan Kepala BAPPEDA dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
35 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
36 Hasil wawancara dengan Asisten 2 Bid Ekobang Kesra, Kepala BAPPEDA dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukit-
tinggi, Sumatera Barat.
37 Hasil wawancara dengan Kabid Mapenda dan Kabag Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
38 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar.
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Anggaran pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 20 persen dari APBD. Dari 20 persen 
anggaran pendidikan tersebut, 13 persen disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan 7 persen disalurkan 
melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Pada tahun 2011, madrasah swasta mendapat 
bantuan dari kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut. Berbeda dengan di Sumatera Barat, 
dukungan Pemerintah Provinsi ke madrasah swasta untuk infrastruktur adalah dalam bentuk barang dan 
bahan, bukan uang tunai. Dinas Pendidikan Provinsi juga akan mendistribusikan kelebihan peralatan 
belajar/mengajar seperti peralatan tulis, dll., ke madrasah swasta. Sementara itu, bantuan dari Biro 
Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah tidak diprogramkan secara khusus untuk mendukung 
program pendidikan dan sifatnya hanya melengkapi program Dinas Pendidikan. Bantuan diberikan dalam 
bentuk hibah kepada lembaga atau bantuan sosial kepada perseorangan. Besarnya berkisar antara Rp. 
1 juta sampai dengan Rp. 5 juta. Semua bantuan ini diberikan berdasarkan proposal yang disampaikan. 
Tetapi bantuan dari Biro Kesra Provinsi  ini tidak diumumkan ke publik secara terbuka karena dikawatirkan 
jika diumumkan ke public maka akan banyak sekali yang mengajukan proposal. Secara keseluruhan rasio 
bantuan yang diberikan kepada madrasah swasta dibandingkan dengan ke sekolah negeri adalah 1:5.39
Pemda Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa memberikan bantuan yang lebih besar dari jumlah tersebut 
karena adanya kebijakan Kemendagri yang melarang pemberian hibah secara rutin kepada madrasah 
swasta. Lebih jauh lagi, baik pendanaan untuk sekolah maupun madrasah harus dapat memperlihatkan 
hubungan antara aktifitas yang direncanakan dan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Disamping 
itu, ada pos-pos yang telah dianggarkan dalam RAPBD yang diperuntukkan bagi madrasah swasta dan 
sudah disetujui oleh DPRD, namun tidak mendapat persetujuan dari Badan Analisa Keuangan Daerah 
(BAKD) Kemendagri karena madrasah dianggap bukan kewenangan Pemerintah Provinsi melainkan 
kewenangan Kemenag.40
Menurut pejabat Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, bantuan Pemerintah Daerah kepada madrasah 
swasta tergantung pada penafsiran pejabat pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan. 
Pejabat Pemerintah Daerah bisa mencari alternative yang tepat dalam menafsirkan peraturan perundang-
undangan tersebut sehingga bisa ada jalan keluar bagi penyediaan dukungan terhadap madrasah swasta. 
Saat ini bantuan yang diberikan masih belum merata. Secara umum bantuan yang diberikan Pemda 
Provinsi kepada madrasah swasta hanya sekitar 0,5 persen dari jumlah bantuan untuk sekolah negeri.41
Pemda Kabupaten Banjar menganggarkan dana pendidikan sebesar 30,28 persen dari APBD. Sebagian 
besar dana pendidikan ini dialokasikan ke sekolah negeri dan sisanya dialokasikan ke madrasah dan 
pendidikan agama. Dinas Pendidikan tidak memberikan dana pendidikan kepada madrasah swasta. 
Penyaluran dana pendidikan ini melalui Biro Kesra Sekretariat Daerah. Pada 2011 besarnya dana yang 
disalurkan untuk madrasah dan pendidikan agama mencapai Rp 14 milyar berupa honor guru pendidikan 
agama madrasah swasta (Madrasah umum, Madrasah Diniyah, TPA, dll.).  Rp 4,2 milyar diberikan dalam 
bentuk honor kepada 7.000 guru pendidikan agama yang menerima gaji dari lembaga pendidikannya 
sekitar Rp 50 ribu per bulan diberi tambahan honor sebesar Rp 100 ribu per bulan selama enam 
bulan. Nilai bantuan untuk rehabilitasi gedung dan ruang kelas adalah Rp 5 juta untuk setiap lembaga 
pendidikan madrasah dan pendidikan agama42. Pegawai Dinas Pendidikan juga memberikan kontribusi 
untuk madrasah.
Mulai tahun 2012, Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial akan 
merubah pelaksanaan bantuan sosial keagamaan tersebut. Bantuan kepada pihak yang sama tidak boleh 
dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, kebijakan Pemda Kabupaten menyatakan bahwa bantuan 
39 Hasil wawancara dengan Kabag Kesra Setda dan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
40 Hasil wawancara dengan Kabag Perencanaan dan Kabid Sosial dan Budaya BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan.
41 Hasil wawancara dengan Kabid Mapenda dan Kabag Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
42 Hasil wawancara dengan Sekretaris BAPPEDA, Kepala Bagian Kesra Setda dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabu-
paten Banjar.
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yang dapat dikategorikan dalam bidang pendidikan harus disalurkan melalui Dinas Pendidikan.43 Hal ini 
menimbulkan kebingungan staf kantor Kesra.
Menurut Pejabat Kantor Kemenag Kabupaten Banjar, kontribusi Pemerintah Kabupaten Banjar kepada 
madrasah swasta kecil, tidak merata dan sering bernuansa politis. Mereka khawatir, dengan adanya 
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, maka bantuan dari 
Pemda kepada pendidikan madrasah akan semakin kecil.44
Pendanaan Madrasah Swasta di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Hasil survei pendanaan madrasah swasta sampel di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (NTB) dirangkum dalam Tabel-tabel 3 dan 4. MI Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 92,49 
% dari pemerintah dan 7,51 % dari masyarakat, MTs Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 90,05 
% dari pemerintah dan 9,95 % dari masyarakat, MA Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 53,22 % 
dari pemerintah dan 46,78 % dari masyarakat. Dengan demikian dana untuk pendidikan dasar mendekati 
90:10 dibandingkan dengan sekitar 70% pemerintah dan 30% masyarakat dalam tiga contoh lainnya yang 
telah disebutkan di atas.
Dana pendidikan dari pemerintah, rata-rata 94,89 % dari Kemenag, 0,03 % dari Kemdikbud dan/atau 
Kementerian/Lembaga Pusat lain, 4,73 % dari Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 0,35 % dari Pemda 
Kabupaten Lombok Timur. Pendanaan dari Kemenag termasuk BOS untuk semua madrasah.
Pendanaan untuk madrasah swasta dan pesantren dari Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai 
dengan kebijakan Kemenag Pusat, masih terbatas untuk bantuan operasional. Bantuan dana ini sering 
terlambat karena seringkali alokasi dana untuk Kantor Wilayah harus didahului dengan pembahasan 
dengan semua pihak terkait. Administrasi anggaran antara Kemenag Pusat dan Kantor Wilayah Kemenag 
terkadang masih dijumpai permasalahan, misalnya kasus duplikasi, yaitu alokasi bantuan pesantren yang 
sama muncul di dua pos, DIPA Pusat dan DIPA Daerah. Ada kalanya terjadi juga alokasi bantuan bagi 
Pesantren tertentu langsung dari Kemenag Pusat tanpa sepengetahuan Kanwil Kemenag.45
Anggaran Kemenag Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2011 untuk mengelola 6 madrasah negeri dan 
lebih dari 500 madrasah swasta adalah Rp 73,396 milyar. Lebih dari 60 % dari anggaran itu digunakan 
untuk belanja kantor/investasi dan gaji personil, sisanya untuk proses pembelajaran dan beasiswa. 
Semua madrasah negeri memiliki DIPA sendiri dan sudah mendapat pendanaan yang relatif memadai. 
Sedangkan, madrasah swasta yang jumlahnya banyak tersebut kurang mendapatkan pendanaan dari 
Kemenag, kecuali dana BOS.46
Setiap tahun Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat menganggarkan dana pendidikan sebesar 20 % dari 
APBD. Berkaitan dengan pendanaan madrasah swasta, bersama dengan Pemda Kabupaten/Kota dan 
juga dengan dana yang diperoleh dari kerja sama dengan dunia usaha (dana CSR), Pemda Provinsi Nusa 
Tenggara Barat memberi bantuan sebagai berikut47:
1) Bantuan Siswa Miskin (BSM). Mulai tahun 2010, distribusi BSM diatur berupa: bantuan Pemerintah 
Provinsi dikhususkan bagi murid sekolah dan madrasah swasta, sedangkan bantuan Pemda 
Kabupaten/Kota dikhususkan bagi murid sekolah dan madrasah negeri. Dana BSM dikirim langsung 
melalui rekening sekolah dan madrasah yang bersangkutan.
2) Insentif kepada guru madrasah swasta.
3) Bantuan Sosial untuk ruang kelas baru, rehabilitasi gedung dan sarana pembelajaran lainnya di 
madrasah swasta.
43 Hasil wawancara dengan Sekretaris BAPPEDA dan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banjar.
44 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar.
45 Hasil wawancara dengan Kakanwil Kemenag Provinsi NTB.
46 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Timur.
47 Hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah, BAPPEDA dan Dinas Pendidikan Provinsi NTB.
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4) Bantuan kepada alumni madrasah swasta dan pesantren untuk melanjutkan kuliah ke perguruan-
perguruan tinggi dan pendidikan militer atau kepolisian.
5) Bantuan sosial kepada Madrasah Diniyah Ula dan Wustho (kegiatan ekstrakurikuler keagamaan).
Pemda Provinsi NTB memperoleh Bintang Penghargaan I di Indonesia yang diumumkan dalam acara Hari 
Amal Bakti Kementerian Agama, tanggal 3 Januari 2012. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian 
Menteri Agama bahwa Pemda NTB telah memberikan pendanaan bagi pendidikan madrasah secara 
merata dan proporsional.48 Pejabat Kemenag Provinsi NTB juga menilai bahwa kebijakan pendanaan 
madrasah di level pemerintah provinsi dianggap memadai.49
Pemda Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat menganggarkan lebih dari 20 persen dari 
APBD untuk pendidikan. Pada tahun 2011, jumlah APBD Kabupaten Lombok Timur untuk pendidikan lebih 
dari Rp 1,5 trilyun. Kabupaten ini memiliki program yang besar untuk membangun dan merehabilitasi 
ruang kelas guna meningkatkan akses pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi yang saat ini masih 
rendah. Begitu juga pengadaan buku, perpustakaan, biaya operasional, tunjangan dan gaji guru dan hal 
lainnya dibiayai melalui sumber pendanaan daerah dan pusat. Namun pendanaan ini difokuskan untuk 
sekolah-sekolah umum. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga menyediakan dana beasiswa sebesar 
Rp 15 milyar/tahun bagi pendidikan anak miskin bersama Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 
pembagian beban 50:50 persen. Dana sebesar ini dialokasikan untuk siswa kurang mampu di sekolah negeri 
dan madarasah swasta. Umumnya besarnya permintaan bantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten 
Lombok Timur di atas Rp 100 juta untuk satu institusi, namun besarnya bantuan yang diberikan biasanya 
antara Rp 5 juta sampai dengan Rp 10 juta per institusi. Dengan bantuan sebesar ini, jumlah institusi yang 
diberi bantuan biasanya cukup banyak dan lembaga madrasah swasta merasa mendapatkan `perhatian’ 
atau `pertolongan’ dari pemerintah daerah. Dana dari Pemda Kabupaten Lombok Timur untuk madrasah 
swasta ini setiap tahun mencapai Rp 1,5 milyar. Pemda Kabupaten Lombok Timur juga memberikan 
honorarium tetap kepada imam masjid.50
Para pejabat Kemenag Kabupaten Lombok Timur berpendapat bahwa Pemda Kabupaten Lombok Timur 
sudah memberikan perhatian kepada madrasah swasta. Namun karena kendala struktural dana yang dapat 
diberikan itu hanya berupa bantuan sosial dan nilainya masih sangat kecil, yaitu kurang dari 1 persen dari 
anggaran pendidikan di Kabupaten Lombok Timur.51
Pendanaan Madrasah Swasta di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo
Hasil survei pendanaan madrasah swasta sampel di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dirangkum dalam 
Tabel-tabel 3 dan 4. MI Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 81,62% dari pemerintah dan 18,38 
% dari masyarakat, MTs Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 86,71% dari pemerintah dan 
13,29% dari masyarakat, MA Swasta rata-rata memperoleh dana pendidikan 61,03% dari pemerintah dan 
38,97% dari masyarakat. Dengan demikian persentase dana untuk pendidikan dasar mendekati 85:15 
dibandingkan dengan sekitar 70% pemerintah dan 30% masyarakat dalam tiga contoh pertama di atas 
dan dibandingkan dengan 90:10 di Lombok Timur.
Keseluruhan dana pendidikan yang berasal dari pemerintah, rata-rata 97,29% dari Kemenag, 1,30% dari 
Kemdikbud dan/atau Kementerian/Lembaga Pusat lain, 0,82% dari Pemda Provinsi Gorontalo dan 0,60% 
dari Pemda Kota Gorontalo. Dana Kemenag termasuk BOS bagi seluruh madrasah. Madrasah Aliyah Swasta 
(MAS) yang menampung sekitar 80% murid dibandingkan madrasah negeri yang menampung sekitar 
20%, menerima dukungan keuangan yang relatif kecil dari Kemenag dan terbatas untuk biaya operasional.
48 Hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Provinsi NTB.
49 Hasil wawancara dengan Kakanwil Kemenag Provinsi NTB.
50 Hasil wawancara dengan Sekda, BAPPEDA dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur.
51 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Timur.
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Pendanaan pemerintah melalui Kemenag (Pusat, Provinsi dan Kota) kepada madrasah swasta di Kota 
Gorontalo dialokasikan dalam bentuk BOS. Pendanaan juga diberikan untuk mendukung sarana dan 
prasarana serta honor guru. Seperti halnya untuk sekolah negeri, besaran nilai satuan dana BOS juga sama 
untuk madrasah swasta. Dukungan sarana prasarana yang diberikan kepada madrasah swasta berupa 
rehabilitasi gedung, ruang kelas baru, buku dan peralatan. Proporsi bantuan sarana dan prasarana yang 
diberikan ke madrasah negeri dengan yang diberikan ke madrasah swasta adalah 60% : 40%. Namun 
karena jumlah madrasah swasta sangat jauh lebih banyak daripada madrasah negeri maka jumlah yang 
diterima madrasah swasta menjadi relatif kecil. Honor sebesar Rp 250 ribu per bulan per orang diberikan 
kepada guru madrasah swasta.52
Anggaran pendidikan di Provinsi Gorontalo sekitar 25% dari APBD. Pemda Provinsi Gorontalo mendanai 
antara lain pembangunan ruang kelas baru, sarana olah raga, dll. baik untuk sekolah maupun madrasah 
dan memberi insentif kepada guru kontrak terutama guru di daerah terpencil. Pemberian bantuan dana 
kepada sekolah dan madrasah ini berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas ini didasarkan pada kebutuhan 
yang dicantumkan oleh sekolah dan madrasah dalam proposal mereka. Karena ada lebih banyak sekolah 
dibandingkan madrasah, sekolah mendapatkan bagian yang lebih besar dari sumber: 90% ke sekolah 
dibandingkan dengan 10% untuk madrasah.53 Pemda Provinsi Gorontalo juga mendistribusikan kelebihan 
perabotan kepada madrasah swasta.54
Pemda Provinsi Gorontalo pada tahun 2012 merencanakan untuk memulai program pendidikan gratis 
12 tahun, sampai jenjang SMA dan MA. Pemda Provinsi memperkirakan bahwa kegiatan ini akan 
dikelola dengan sistem yang serupa dengan program BOS dengan biaya satuan Rp 1 juta per murid 
per tahun. Pendanaan akan dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada.55 
Namun program ini kemungkinan akan menerima pertanyaan-pertanyaan dan belum tentu mendapat 
persetujuan dari Kemendagri karena bisa dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Anggaran pendidikan di Kota Gorontalo mencapai 41 persen dari APBD atau kalau di luar gaji dan 
tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan mecapai 24 persen dari APBD56. Pemda Kota Gorontalo 
melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah dengan pos anggaran bantuan sosial 
memberikan honor kepada guru-guru madrasah swasta dan pendidikan keagamaan dengan nilai yang 
bervariasi dari Rp 200.000 sampai Rp 250.000 per bulan.57 Namun menurut pejabat Kemenag Provinsi 
Gorontalo dengan adanya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang 
mulai diterapkan tahun 2012 ada kemungkinan pemberian honor kepada guru-guru madrasah swasta 
tersebut akan dihentikan58.
3.4 Komentar dan Tanggapan tentang Pendanaan    
 Madrasah Swasta dari Pemerintah
Dalam rangka menyelesaikan pembahasan mengenai pendanaan madrasah swasta dari pemerintah, 
maka perlu untuk memperhatikan komentar dan tanggapan dari penyelenggara madrasah swasta dan 
masyarakat, pejabat di Kemenag dan pejabat di pemerintah daerah dan pusat selain Kemenag. Komentar 
dan pendapat dari pemangku kepentingan yang diambil dari wawancara dan diskusi kelompok terfokus 
dirangkum di bawah ini. 
52 Hasil wawancara dengan Kabid Mapenda Kementerian Agama Prov Gorontalo dan Kasie Mapenda Kementerian 
Agama Kota Gorontalo.
53 Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.
54 Hasil wawancara dengan Kabid Mapenda Kementerian Agama Prov Gorontalo dan Kasie Mapenda Kementerian 
Agama Kota Gorontalo.
55 Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.
56 Hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
57 Hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Gorontalo dan Kasie Mapenda Kementerian Agama Kota Gorontalo.
58 Hasil wawancara dengan Kabid Mapenda Kementerian Agama Prov Gorontalo
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Tabel 5:  Tanggapan dari Pengelola Madrasah Swasta dan Masyarakat
Topik Komentar
Kebijakan pemerintah Kebijakan pendanaan yang dijalankan pemerintah, baik Kemenag maupun 
Pemda, selama ini sangat tidak adil terhadap madrasah swasta. 
Mengapa pemerintah perlu 
membantu madrasah swasta
1. Menurut peraturan perundang-undangan, khususnya untuk pendidikan dasar, 
pendanaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah 
dan pemerintah daerah baik pendidikan dasar itu diselenggarakan oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah harus menyediakan anggaran pendidikan 
sedikitnya 20 persen dari total APBN dan APBD untuk mendanai pendidikan
3. PP No. 2 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menyatakan 
bahwa Pemerintah Daerah harus membantu lembaga pendidikan baik 
sekolah maupun madrasah untuk mencapai standar pelayanan minimal 
pendidikan
4. Madrasah swasta berperan penting dalam membantu pemerintah 
menyediakan fasilitas pendidikan. 
Dana pemerintah saat ini 1. Madrasah swasta juga mendapat Bantuan Opersional Sekolah (BOS) untuk 
jenjang pendidikan dasar, namun BOS itu hanya menutup kira-kira seperlima 
dari seluruh biaya pendidikan. Dana ini tidak cukup terutama jika madrasah 
swasta tidak diperbolehkan memungut iuran dari peserta didik.
2. Bantuan pendanaan lainnya seperti untuk kesejahteraaan dan 
pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, rehabilitas gedung, 
ruang kelas baru (ruang kelas baru), beasiswa, dll. terlalu sedikit dan tidak 
pasti
Harapan 1. Kebijakan pemerintah lebih adil terhadap madrasah swasta dan pendidikan 
keagamaan. 
2. Bantuan pendanaan kepada madrasah swasta dan pendidikan keagamaan 
harus memadai, dijalankan dengan konsisten dan tegas serta bertanggung 
jawab. Tidak masalah apakah pendidikan madrasah tetap sentralisasi atau 
dirubah ke desentralisasi.
Tabel 6:  Tanggapan Pejabat Kemenag
Topik Komentar
Tanggungjawab atas madrasah 
negeri
Kemenag memiliki kewenangan terhadap madrasah negeri.
Tanggung jawab atas madrasah 
swasta
Merupakan tanggung jawab Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Karena peserta didik sekolah dan madrasah sama-sama memiliki kewajiban, 
seperti membayar pajak, dan karenanya memiliki hak yang sama juga, 
termasuk hak memperoleh bantuan pendanaan pendidikan.
Bantuan dari Kemenag untuk 
madrasah swasta
1. BOS bagi madrasah swasta jenjang pendidikan dasar
2. Bantuan sarana dan prasanan seperti rehabilitasi gedung, ruang kelas 
baru, dll. secara terbatas karena dana yang tidak mencukupi
Tabel 7:  Tanggapan Pejabat Pemerintah Daerah
Topik Komentar
Tanggungjawab atas madrasah 
swasta
Secara umum murid madrasah memiliki hak yang sama seperti murid 
lainnya. Ada perbedaan pendapat mengenai pendanaan pemerintah daerah 
untuk madrasah swasta: sebagian mengatakan itu adalah tanggung jawab 
pemerintah sementara yang lain mengatakan madrasah swasta seperti 
sekolah swasta yang harus didanai oleh pengguna.
Hambatan terkait bantuan 
pemda untuk madrasah swasta
1. Keterbatasan anggaran pendidikan di daerah dan umumnya anggaran 
pendidikan yang ada hampir habis untuk gaji
2. Berbagai peraturan, terutama peraturan Kemendagri No 32/2011 
melarang pemerintah daerah untuk mendanai madrasah swasta secara 
terus menerus.
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Tabel 8:  Tanggapan Pejabat Pemerintah Pusat: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat 
Jenderal Pembangunan Daerah dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian 
Dalam Negeri dan BAPPENAS
Topik Komentar
Kewenangan atas pendidikan 
madrasah
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, pemerintah 
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki 
kewenangan terhadap pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan 
karena pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan masuk ke dalam 
bidang agama yang merupakan urusan pemerintah pusat atau sentralisasi 
dan berada di bawah kewenangan Kemenerian Agama
Tanggung jawab pendanaan atas 
pendidikan madrasah
1. Karena pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan masuk dalam 
bidang agama yang merupakan urusan pemerintah pusat, yaitu di bawah 
kewenangan Kemenag, maka pendidikan madrasah dan pendidikan 
keagamaan harus didanai dari APBN dan tidak bisa dari APBD.
2. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota masih dapat membantu 
madrasah dalam bentuk hibah yang tidak terus menerus. (Hibah ini 
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011)
3.5 Mendapatkan Dana Pendidikan dari Masyarakat
Studi ini meneliti secara rinci berbagai strategi untuk digunakan oleh 120 madrasah sampel (baik MI, MTs 
dan MA negeri dan swasta) untuk menggalang dana dari masyarakat dalam rangka melengkapi dana dari 
pemerintah. Di bawah ini adalah ringkasan strategi-strategi yang relatif sukses dan karakteristik madrasah 
dan masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan dalam penggalangan dana. Data menunjukkan bahwa 
madrasah yang lebih besar dan lebih baik kinerjanya cenderung lebih berhasil dalam penggalangan dana. 
Analisis yang lebih rinci di tingkat pendidikan diberikan dalam Apendik 6.
Contoh-contoh strategi
1)  Pertemuan dengan orang tua murid;
2)  Menerapkan jumlah uang sekolah yang sama bagi semua peserta pendidikan (termasuk SPP, 
sumbangan awal tahun, dll.);
3)  Menerapkan kontribusi wajib yang berbeda berdasarkan tingkat pendapatan orang tua;
4)  Menerima kontribusi dalam bentuk barang dan jasa;
5)  Meningkatkan sumbangan sukarela;
6)  Mengembangkan rencana anggaran sekolah dan mengusulkannya kepada orang tua;
7)  Mengadakan kunjungan untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua peserta didik, dan tokoh 
masyarakat;
8)  Menyelenggarakan acara amal;
9)  Menyelenggarakan halal bi halal dengan alumni;
10)  Menyelenggarakan bazar/lelang;
11)  Memotivasi adanya sumbangan keagamaan;
12)  Menciptakan kerjasama dengan lembaga sosial/keagamaan untuk bantuan dana.
Karakteristik madrasah dan masyarakat yang paling berhasil dalam penggalangan dana
1) Jumlah murid relatif tinggi;
2) Memiliki prestasi akademik yang tinggi, misalnya pencapaian tinggi untuk tingkat internasional 
maupun skor tinggi dalam Ujian Akhir Nasional (UAN);
3)  Angka putus sekolah dan tingkat pengulangan yang relatif rendah;
4)  Tingkat kelulusan UAN 100% atau hampir 100%;
5)  Tingkat pendidikan orang tua dari peserta pendidikan relatif tinggi;
6)  Tingkat pendapatan orang tua relatif tinggi;
7)  Tingkat pendidikan masyarakat sekitar madrasah relatif tinggi;
8)  Komposisi yang cukup proporsional terkait jenis pekerjaan masyarakat di sekitar madrasah, yaitu 
antara mereka yang bekerja di sektor pemerintahan atau bukan;
9)  Tingkat pendapatan masyarakat sekitar madrasah relatif tinggi.
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Kesimpulan
Tujuan pertama dari studi ini adalah untuk menelaah, menganalisis dan menguji sistem-sistem pendanaan 
pendidikan yang ada dari sudut pandang akses yang merata terhadap sumber daya, terutama bagi 
madrasah swasta. Studi ini telah menunjukkan sejumlah hambatan di dalam penyediaan akses yang merata 
terhadap pendanaan pendidikan bagi madrasah swasta. Hambatan yang sangat jelas adalah kurangnya 
ketersediaan dana secara menyeluruh bagi sekolah negeri maupun swasta saat ini untuk memenuhi 
Standar Nasional Pendidikan (SNP), mengingat bahwa lebih dari 20% dari anggaran nasional dan anggaran 
pemerintah daerah telah dialokasikan untuk pendidikan. Berbagai studi yang dilaksanakan oleh Bank 
Dunia pada tahun 2011 memberi indikasi bahwa alokasi untuk pendanaan pendidikan tidak mempunyai 
peluang untuk ditingkatkan secara signifikan dalam waktu dekat. Karena itu, untuk mendapatkan dana 
yang dibutuhkan guna memperbaiki mutu pendidikan secara keseluruhan, sistem yang ada saat ini harus 
menjadi lebih efisien. Sebagai satu langkah pertama di dalam memperbaiki mutu pendidikan dasar secara 
keseluruhan, pendanaan harus ditargetkan untuk sekolah dan madrasah, baik negeri maupun swasta, 
dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai langkah awal untuk kemudian mencapai 
SNP.
Sebagian besar madrasah swasta tertinggal jauh dibandingkan dengan sekolah/madrasah negeri di 
dalam pencapaian SPM. Terkait hal ini, Studi ACDP 006 tentang Pengembangan Strategi Pendidikan Bebas 
Pungutan dan hasil kerja ADB di tahun 2010-2011 tentang penghitungan biaya pencapaian SPM memberi 
suatu indikasi tentang total sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi SPM. Studi ACDP 006 
memberikan estimasi awal tentang biaya bagi madrasah swasta untuk mencapai beberapa SPM sebagai 
berikut: MI membutuhkan Rp 1,5 trilyun untuk rehabilitasi infrastruktur, Rp 340 milyar untuk ruang guru 
dan mebeler, Rp 41 milyar untuk peralatan laboratorium dan buku; MTs membutuhkan Rp 920 milyar 
untuk rehabilitasi infrastruktur dan Rp 2,3 trilyun untuk peralatan laboratorium dan buku. Selanjutnya, 
isu terbesar untuk ditangani dan dihitung biayanya adalah pendanaan untuk guru madrasah swasta. 
Karena saat ini data Kemenag tidak mencukupi untuk kebutuhan perencanaan di tingkat nasional, upaya 
pengumpulan data sebagai bahan penghitungan keperluan pendanaan bisa menjadi tantangan yang 
cukup berat.
Perlu dicatat bahwa beberapa madrasah swasta tidak beroperasi secara efisien atau efektif dan kelanjutan 
pendanaan pemerintah untuk lembaga-lembaga ini harus dipertimbangkan kembali. Misalnya, madrasah 
Tsanawiyah Swasta (MTsS) di Buleleng, Bali memiliki total 43 murid yang membutuhkan hampir Rp 300 
juta per tahun untuk beroperasi pada standar minimum yang mutlak. Lembaga ini bisa digabung dengan 
sekolah terdekat lainnya, karena lembaga ini tidak melayani komunitas yang terpencil.
Sumber pendanaan utama bagi madrasah negeri maupun madrasah swasta adalah pemerintah serta 
porsi yang kecil dari kontribusi masyarakat. Proporsi pendanaan pemerintah dan masyarakat untuk 
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MI Swasta adalah 75:25, untuk MTs Swasta adalah 70:30 dan untuk MA Swasta adalah 42:58. Walaupun 
analisis ini memperlihatkan bahwa madrasah swasta sangat bergantung kepada pemerintah untuk 
pendanan, analisis ini tidak mencakup isu tentang kecukupan dana bagi madrasah swasta maupun 
tidak meratanya alokasi anggaran Kemenag bagi pendanaan madrasah. Pendanaan pemerintah bagi MI 
Negeri secara rata-rata lima kali lebih besar daripada bagi MI Swasta. Kemenag Pusat merupakan sumber 
utama pendanaan dari pemerintah, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memberi kontribusi yang 
relatif kecil.
Menurut hukum, madrasah merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Madrasah memberi 
kontribusi yang penting terhadap pencapaian angka partisipasi murni/kasar daerah (APM/APK) dan 
target-target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kira-kira 11% dari partisipasi di tingkat dasar berada 
di MI dan 22% partisipasi di tingkat menengah pertama berada di MTs. Sebagian besar madrasah adalah 
swasta. Walaupun pemerintah daerah sangat bergantung pada madrasah untuk membantu pencapaian 
angka partisipasi, pemerintah daerah mengalami hambatan di dalam pemberian bantuan keuangan 
karena perundang-undangan yang berlaku melarang mereka memberi pendanaan bagi madrasah 
secara terus-menerus. Peraturan dan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang (UU) No. 
32/2004 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2007 tentang pembagian 
kewenangan antara berbagai tingkatan pemerintahan dan Peraturan Kemendagri (Permendagri) No. 
32/2011 tentang hibah dan bantuan sosial.
Desentralisasi telah menyebabkan terjadinya kesenjangan mendasar di dalam penanganan pendidikan 
dasar. Pendidikan dasar di sekolah telah didesentralisasi. Kemdikbud menetapkan kebijakan dan 
standar, melaksanakan penjaminan mutu dan menyalurkan beberapa jenis pendanaan kepada 
pemerintah daerah dan langsung ke sekolah. Pemerintah daerah bertanggungjawab mengelola 
pendidikan dasar dan mencapai berbagai standar terkait pendidikan. Madrasah tetap tersentralisasi 
di bawah pengelolaan langsung oleh Kemenag di pusat. Pemerintah daerah menerima sebagian besar 
pendanaan untuk pendidikan maupun untuk pelayanan-pelayanan lainnya dari anggaran nasional, 
sedangkan madrasah masih tersentralisasi dan menerima pendanaan langsung dari Kemenag di 
pusat. Studi menunjukkan bahwa dalam banyak kasus terjadi kurangnya koordinasi yang baik antara 
kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah dan kantor Kemenag. Dengan demikian, walaupun 
Pemerintah Daerah bergantung pada madrasah untuk menolong pencapaian angka partisipasi dan 
standar-standar lainnya yang digunakan untuk mengukur kinerja daerah, Pemerintah Daerah tidak 
mempunyai kendali terhadap pengelolaan institusi-institusi ini yang merupakan 10% - 20% dari 
program pendidikan dasar secara keseluruhan.
Mekanisme pendanaan, terutama pada tingkat daerah, tidak konsisten. Di beberapa daerah, karena Dinas 
Pendidikan tidak dapat (atau tidak bersedia) mendanai madrasah swasta, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 
yang terdapat di Sekretariat Daerah memberi dukungan dalam bentuk Bantuan Sosial. Walaupun terdapat 
keinginan pada beberapa Pemerintah Daerah untuk memberi bantuan lebih banyak bagi madrasah 
swasta, mereka merasa dihambat oleh peraturan-peraturan yang berlaku, terutama peraturan-peraturan 
yang dikeluarkan oleh Kemendagri.
Dalam kesimpulannya, madrasah swasta tidak dapat bergantung pada pendanaan masyarakat jika harus 
mencapai SPM dan akhirnya SNP. Dengan demikian, total kinerja pendidikan secara keseluruhan sangat 
dipengaruhi secara negatif, yang disebabkan karena madrasah swasta memberi kontribusi yang begitu 
besar terhadap angka partisipasi di daerah. Karena itu, dibutuhkan tambahan pendanaan pemerintah 
untuk memungkinkan madrasah swasta memperbaiki kualitas pendidikan. Kerangka kerja hukum saat ini 
dan mekanisme pendanaan di bawah desentralisasi harus dimodifikasi guna memungkinkan koordinasi 
dan pengelolaan pendidikan dasar pada level daerah yang lebih baik.
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Rekomendasi:      
Instrumen-Instrumen Kebijakan Alternatif
Berikut adalah rekomendasi terkait tiga instrumen kebijakan alternatif untuk memperbaiki pendanaan 
publik bagi madrasah, terutama madrasah swasta. Sebagian besar rekomendasi didasarkan pada usulan-
usulan dan pandangan-pandangan para pemangku kepentingan kunci. Beberapa aspek dari rekomendasi-
rekomendasi di bawah ini tidak secara langsung dinyatakan oleh pemberi informasi, tetapi menurut opini 
penulis yang menyimpulkan aspek-aspek yang diperoleh dari hasil dari penelitian merupakan konsekuensi 
logis dari usulan-usulan pemangku kepentingan.
Rekomendasi-rekomendasi ini dibuat dengan sepenuhnya menyadari bahwa, jika madrasah negeri dan 
swasta akan mencapai SPM dan kemudian SNP, tambahan pendanaan dalam jumlah yang sangat besar 
akan dibutuhkan.
Rekomendasi-rekomendasi ini dibuat dengan menyadari bahwa akan dibutuhkan revisi terhadap 
peraturan-peraturan yang berlaku dan akan melibatkan level pemerintahan yang tertinggi (antara 
lain DPR, Kemendagri, Kemenkeu, BAPPENAS, Kemdikbud, Kemenag dan MenPAN) di samping juga 
konsultasi-konsultasi publik. Mengingat betapa sensitifnya isu-isu ini, perdebatan bisa berlangsung lama. 
Namun demikian, isu-isu yang diidentifikasi dalam studi ini bersifat mendesak dan pada titik tertentu 
membutuhkan perhatian. 
Instrumen-instrumen kebijakan alternatif yang dijelaskan disini didasarkan pada analisis yang cermat 
berdasarkan data yang berjumlah besar dan masukan para pemangku kepentingan. Instrumen-instrumen 
ini dimaksudkan sebagai kontribusi terhadap dialog yang sedang berlangsung saat ini antara publik dan 
pemerintah tentang perbaikan pendidikan Indonesia yang terfokus kepada peran madrasah di dalam 
sistem pendidikan nasional.
1. Memperbaiki peraturan perundang-undangan guna memungkinkan 
pemerintah daerah memberi kontribusi terhadap pendanaan madrasah, 
terutama madrasah swasta
Studi ini menemukan adanya ketersediaan sumber daya dan kemauan besar Pemerintah Daerah yang 
diteliti untuk memberi kontribusi terhadap pendanaan madrasah, terutama madrasah swasta. Tetapi, 
karena madrasah tetap tersentralisasi di bawah Kementerian Agama (Kemenag), Pemerintah Daerah 
mengalami kesulitan dalam melakukan hal tersebut; surat edaran dan peraturan Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) yang telah diterbitkan sebelumnya bertentangan dengan langkah dari banyak 
Pemerintah Daerah di dalam mendanai madrasah dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan 
dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004) dan turunannya, yaitu Peraturan 
Pemerintah No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Povinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Walaupun informasi yang berbeda-beda telah diberikan 
oleh para pejabatat Pemerintah di tingkat nasional maupun sub-nasional, terlihat bahwa pejabat-pejabat 
34
Bab 5  Rekomendasi-Rekomendasi:  Instrumen-Instrumen Kebijakan Alternatif
Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan
Kemendagri telah secara jelas memberi penekanan pada perlunya tetap berpegang pada hal pembagian 
urusan kewenangan. Sehubungan dengan itu, selama madrasah masih dianggap sebagai bagian dari 
urusan keagamaan, dengan demikian merupakan urusan pemerintah pusat, maka pendanaannya harus 
disediakan oleh pemerintah pusat.
Agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat secara sistematis mendanai pendidikan 
madrasah, terutama madrasah swasta, peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku yang 
membuat Pemerintah Daerah tidak dapat secara sistematis mendanai pendidikan madrasah dan 
keagamaan (terutama UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 38/2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Povinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 32/2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial) 
harus diperbaiki. Hal ini kedengarannya seperti tantangan yang sulit, tetapi hal ini dimungkinkan karena 
saat ini Kemendagri sedang mengerjakan usulan revisi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Karena itu, saat ini ada kesempatan untuk mengajukan revisi yang memungkinkan pendanaan madrasah 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Karena itu, merupakan hal yang sangat mendesak untuk Kemenag 
secara proaktif berkomunikasi dengan Kemendagri dan memfasilitasi pengembangan usulan-usulan yang 
diperlukan guna membuat perubahan-perubahan terhadap kerangka kerja hukum yang terkait.
2. Ciptakan suatu pengaturan khusus di mana MI dan MTs didekonsentrasikan 
kepada Pemerintah Daerah
Usulan pengaturan khusus ini dimaksudkan sebagai suatu “mekanisme transisional” guna memastikan 
agar madrasah, terutama yang dilakukan oleh swasta, dapat mengakses sumber daya Pemerintah Daerah 
yang tersedia. Pengaturan ini didorong oleh adanya urgensi dalam penyediaan pelayanan pendidikan 
dasar bermutu guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan didasari argumentasi bahwa 
penyediaan pelayanan pendidikan dasar bermutu merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. Setelah 
amandemen terhadap UU 32/2004 berhasil membolehkan pendanaan madrasah oleh Pemerintah Daerah, 
maka pengaturan khusus ini berakhir dan pengaturan kembali pada struktur saat ini, yaitu madrasah 
tetap berada di bawah Kemenag dan pada saat yang sama mempunyai akses terhadap sumber daya yang 
tersedia pada tingkat lokal.
Di bawah usulan pengaturan dekonsentrasi khusus, Kemenag pusat akan mentransfer pengelolaan MI dan 
MTs kepada Pemerintah Daerah. Semua jenjang dan bentuk pendidikan madrasah/keagamaan lainnya, 
MA dan MAK, akan tetap tersentralisasi di bawah Kemenag. Karena sekolah didesentralisasikan dan 
karena itu didanai melalui anggaran nasional dan Pemerintah Daerah (APBN dan APBD) sedangkan karena 
pendidikan madrasah dan keagamaan tetap tersentralisasi dan karena itu didanai hanya melalui anggaran 
nasional (APBN), suatu formula pendanaan khusus akan diciptakan di mana Kemenag akan mentransfer 
pendanaan APBNnya untuk pendidikan dasar madrasah kepada Pemerintah Daerah.
Pengaturan ini akan memastikan pendanaan yang sama untuk murid dari berbagai jenis institusi 
pendidikan: sekolah negeri, madrasah negeri, maupun madrasah swasta, guna memungkinkan semua 
institusi ini didanai hingga paling tidak mencapai Standar Pelayanan Minimal. Bagian dari Kemenag di 
dalam pendanaan APBN untuk pendidikan dasar perlu disesuaikan.
3. Dekonsentrasikan pengelolaan pendidikan madrasah kepada kantor Kemenag 
Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang kemudian mengontrakkan MI dan MTs 
kepada institusi-institusi masyarakat
Di bawah dekonsentrasi, Kemenag pusat akan mentransfer sebagian dari kewenangan pengelolaannya 
atas pendidikan dasar madrasah kepada kantor-kantor bawahannya di provinsi dan kabupaten/kota. 
Semua jenjang dan bentuk pendidikan madrasah/keagamaan lainnya akan tetap tersentralisasi di bawah 
Kemenag.
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Bab 5  Rekomendasi-Rekomendasi:  Instrumen-Instrumen Kebijakan Alternatif
Suatu pengaturan hukum yang unik akan dibentuk guna meningkatkan pendanaan publik bagi madrasah 
swasta di mana Kemenag melalui kantor-kantor perwakilannya di daerah akan mengadakan kontrak 
tahunan tertulis dengan madrasah swasta untuk menyediakan wajib belajar pendidikan dasar. Kontrak akan 
didasarkan pada rencana pengembangan madrasah, yang akan merinci langkah-langkah pencapaian SPM 
(dan kemudian SNP) dan rencana anggaran, termasuk gaji dan tunjangan untuk personel. Kontrak-kontrak 
akan disalurkan ke kantor Kemenag Pusat yang akan mengkonsolidasikan kontrak-kontrak tersebut ke dalam 
usulan-usulan anggaran nasional tahunannya.
Peraturan ini akan memastikan pendanaan yang sama untuk murid dari berbagai jenis institusi pendidikan: 
sekolah negeri, madrasah negeri, maupun madrasah swasta, guna memungkinkan semua institusi 
ini didanai hingga paling tidak mencapai Standar Pelayanan Minimal. Bagian dari Kemenag di dalam 
pendanaan APBN untuk pendidikan dasar perlu disesuaikan.
4. Meningkatkan pemerataan pendanaan antara madrasah negeri dan swasta
Studi ini menemukan bahwa perbedaan dalam akses terhadap sumber daya antara madrasah negeri dan 
swasta sangat besar. Hal ini berpotensi menjadi hambatan yang serius dalam pencapaian pendidikan 
dasar universal yang bermutu karena pendidikan madrasah swasta akan tetap lebih rendah mutunya 
dibandingkan dengan madrasah negeri dan dengan sekolah umum, baik negeri maupun swasta. Karena 
itu, merupakan suatu keharusan untuk memperkenalkan suatu mekanisme pendanaan yang lebih 
mendukung untuk madrasah swasta, sehingga madrasah swasta tidak tertinggal lebih jauh lagi.
Pada tingkatan pendidikan dasar, sebagaimana halnya dengan sekolah negeri dan swasta maupun 
madrasah negeri, madrasah swasta harus sepenuhnya didanai oleh Pemerintah Pusat guna memungkinkan 
madrasah swasta mencapai Standar Pelayanan Minimal. Pada tingkatan pendidikan menengah, 
sebagaimana halnya sekolah negeri dan swasta maupun madrasah negeri, madrasah swasta harus didanai 
sebagian oleh Pemerintah Pusat dan sebagian oleh masyarakat, di mana setiap jenis institusi menerima 
jumlah yang sama dari pendanaan Pemerintah Pusat.
Mekanisme kontrak dapat digunakan untuk pendanaan madrasah swasta, yang didasarkan pada satuan 
biaya per murid per tahun yang sama untuk semua murid pada tingkatan pendidikan yang sama. Penting 
untuk memberi penekanan bahwa suatu kebijakan untuk pendanaan madrasah swasta dan pendidikan 
keagamaan melalui anggaran nasional harus sama, terlepas apakah sistem pendidikan madrasah dan 
keagamaan tersentralisasi atau didesentralisasi.
36 Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah
Apendik 1
Daerah Sampel
Kota Bukittinggi   - Provinsi Sumatera Barat
Kota Malang   - Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Banjar  - Provinsi Kalimantan Selatan
Kota Gorontalo   - Provinsi Gorontalo
Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat




Kementerian Agama: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Sekretariat Jenderal, Direktorat Madrasah, 
Direktorat Pesantren, Biro Perencanaan dan Biro Keuangan;
Badan Perencananan Pembangunan Nasional: Deputi Sumber Daya Manusia dan Direktorat Pendidikan 
dan Agama;
Kementerian Dalam Negeri: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Pembangunan 
Daerah dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Sekretariat Jenderal Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi, Direktorat Sekolah 
Dasar, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Sekolah Mangah Atas dan Direktorat 
Sekolah Menengah Kejuruan; 
Kementerian Keuangan: Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Keseimbangan Fiskal.
Daerah
Responden di daerah mencakup responden pemangku kepentingan di bidang pendidikan di provinsi dan 
kabupaten/kota dan madrasah di lima kabupaten/kota di lima provinsi terpilih. 
Pada tingkat provinsi, respondennya adalah Kementerian Agama Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, Nahdalatul Ulama (NU) 
dan Muhammadiyah.
Pada tingkat kabupaten/kota, respondennya adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Sekretaris 
Daerah Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota. 
Pada tingkat madrasah, respondennya adalah Kepala Madrasah dan Komite Madrasah (sekolah).
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41Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia
Apendik 4
Analisis Sumber Pendanaan Madrasah Sampel 
di Lima Kabupaten/Kota Sampel (Tahun Ajaran 
2010-2011)
Tabel Ap.4.1 – Ap.4.15 di bawah memberikan analisis atas sumber dan jumlah pendanaan pemerintah 
dan non-pemerintah untuk semua Madrasah (tiga jenjang pendidikan, negeri dan swasta) berdasarkan per 
murid per tahun untuk masing-masing lima kabupaten sampel. Untuk setiap lokasi, dua tabel tambahan 
menyertakan analisis lebih lanjut: perbandingan berbagai sumber pendanaan pemerintah yang diikuti 
oleh pendanaan dari sumber non-pemerintah.
42
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Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan
Apendik 5
Perbandingan Sumber Pendanaan Madrasah 
Pemerintah dan Non-Pemerintah (2011)
Tabel Ap.5.1 - 12 memberikan perbandingan sumber pendanaan pemerintah dan non-pemerintah dan 
jumlah untuk tahun 2011 dan perbandingan berbagai sumber pendanaan non-pemerintah dan jumlah 
untuk 2011.
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Apendik 6
Menggalang Dana untuk Madrasah 
dari Masyarakat: Praktek Terbaik
Studi ini meneliti strategi rinci yang digunakan oleh 120 sampel madrasah (baik madrasah negari dan 
madrasah swasta pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan menengah atas) untuk menggalang dana 
dari masyarakat dalam rangka untuk melengkapi dana dari pemerintah. Di bawah ini adalah ringkasan 
strategi yang relatif sukses dan ringkasan dari Karakteristik madrasah dan masyarakat yang mempengaruhi 
keberhasilan dalam penggalangan dana. 
MI Negeri (MIN)
Strategi:
1) Pertemuan dengan orang tua murid;
2) Menetapkan uang sekolah yang sama bagi semua murid (termasuk SPP, sumbangan awal tahun, dll.);
3) Mencari sponsor untuk kegiatan tertentu (misalnya memasang spanduk, booklet, iklan, dll.);
4) Meningkatkan sumbangan sukarela dari orang tua dan tokoh masyarakat dan
5) Memfasilitasi dan mengembangkan unit usaha untuk kegiatan yang menghasilkan untung 
Karakteristik Madrasah:
1) Jumlah murid relatif tinggi;
2) Prestasi akademik mencapai tingkat internasional;
3) Pencapaian non-akademik mencapai tingkat internasional;
4) Tidak ada catatan murid putus sekolah;
5) Tingkat pengulangan relatif rendah;
6) Tingkat kelulusan 100%;
7) Terletak di kota dengan topografi dataran rendah dan di desa dengan topografi wilayah pegunungan;
8) Tingkat pendidikan orang tua murid relatif tinggi;
9) Komposisi yang cukup proporsional terkait jenis pekerjaan orang tua murid, yaitu antara mereka yang 
bekerja di sektor pemerintahan atau bukan;
10) Tingkat pendapatan orang tua relatif tinggi;
11) Tingkat pendidikan masyarakat sekitar madrasah relatif tinggi;
12) Komposisi yang cukup proporsional terkait jenis pekerjaan masyarakat di sekitar madrasah, yaitu 
antara mereka yang bekerja di sektor pemerintahan atau bukan; dan
13) Tingkat pendapatan masyarakat sekitar madrasah relatif tinggi.
MI Swasta (MIS)
Strategi:
1) Mengadakan pertemuan dengan orang tua murid;
2) Menetapkan uang sekolah yang sama bagi semua murid (termasuk SPP, sumbangan awal tahun, dll.);
78
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3) Mengembangkan Sekolah Rencana Anggaran (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) 
dan mengusulkan kepada orang tua;
4) Memotivasi sumbangan keagamaan (wakaf mal)/sumbangan uang;
5) Menciptakan kerjasama dengan bisnis.
Karakteristik Madrasah:
1) Jumlah murid tidak tinggi atau rendah;
2) Hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) yang tinggi;
3) Prestasi akademik dan non akedmik yang baik;
4) Tingkat pengulangan yang relatif rendah;
5) Tingkat kelulusan 100%;
6) Terletak di kota dengan topografi dataran rendah dan pegunungan;
7) Tingkat pendidikan orang tua yang relatif tinggi;
8) Sektor pendudukan orangtua relatif proporsional;
9) Tingkat pendapatan orang tua relatif tinggi;
10) Tingkat pendidikan masyarakat sekitar madrasah relatif tinggi;
11) Komposisi yang cukup proporsional jenis pekerjaan masyarakat di sekitar madrasah, yaitu antara 
petani/nelayan dan sektor pekerjaan lain; dan
12) Tingkat pendapatan masyarakat sekitar madrasah relatif tinggi.
MTs Negeri (MTsN)
Strategi:
1) Pertemuan dengan orang tua murid;
2) Penerapan jumlah uang sekolah yang sama bagi semua peserta pendidikan (termasuk SPP, sumbangan 
awal tahun, dll.);
3) Mengembangkan proposal untuk dukungan dana dari orang tua; 
4) Menjaga hubungan baik dengan orang tua;
5) Mengembangkan rencana anggaran sekolah (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/
RAPBS) dan mengusulkan kepada orang tua;
6) Memfasilitasi dan mengembangkan unit usaha untuk melakukan kegiatan yang membawa untung.
Karakteristik madrasah:
1) Jumlah peserta pendidikan tinggi;
2) Prestasi dalam Ujian Akhir Nasional (UAN): sedang/menengah;
3) Prestasi akademik dan non-akademik yang baik;
4) Tingkat putus sekolah dan mengulang yang rendah;
5) Hampir 100 persen tingkat kelulusan;
6) Terletak di kota dengan topografi non-pesisir dataran rendah;
7) Tingkat pendapatan orang tua: menengah;
8) Tingkat pendidikan orang tua yang relatif tinggi;
9) Sebagian besa orang tua bekerja di sektor pemerintahan;
10) Tingkat pendidikan masyarakat sekitar madrasah yang relatif tinggi; 
11) Tingkat pendapatan dari masyarakat sekitar madrasah menengah.
MTs Swasta (MTsS)
Strategi:
1) Mengadakan pertemuan dengan orang tua, yayasan, alumni, bisnis/sektor industri;
2) Menetapkan jumlah uang sekolah yang sama bagi semua murid (termasuk SPP, sumbangan awal 
tahun, dll.);
3) Menerapkan kontribusi wajib yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat pendapatan orang tua;
79Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia
Apendik 6
4) Menerima sumbangan dalam bentuk barang dan jasa;
5) Meningkatkan sumbangan sukarela;
6) Mengembangkan dan mengusulkan proposal untuk meminta dana dari orang tua, yayasan, alumni, 
bisnis/sektor industri;
7) Mengembangkan rencana anggaran sekolah (RAPBS) dan menginformasikan hal tersebut kepada 
orang tua dan yayasan;
8)  Menyelenggarakan acara amal;
9) Menciptakan kerjasama dengan bisnis/sektor industri untuk menghasilkan dana;
10) Memotivasi sumbangan agama/uang;
11) Memfasilitasi dan mengembangkan bisnis usaha untuk kegiatan yang menguntungkan;
12) Menciptakan kerjasama dengan dunia usaha.
MA Negeri (MAN)
Strategi:
1) Mengadakan pertemuan dengan orang tua, alumni, tokoh masyarakat;
2) Menerapkan jumlah uang sekolah yang sama bagi semua murid (termasuk SPP, sumbangan awal 
tahun, dll.);
3) Menerapkan kontribusi wajib yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat pendapatan orang tua;
4) Menerima kontribusi dalam bentuk barang dan jasa;
5) Meningkatkan sumbangan sukarela;
6) Mengembangkan dan mengusulkan proposal untuk mendapatkan dukungan dana dari orang tua;
7) Mengembangkan rencana anggaran sekolah (RAPBS) dan mengusulkan kepada orang tua;
8) Mengadakan acara kunjungan untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua dan tokoh 
masyarakat;
9) Menyelenggarakan acara amal;
10) Menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti halal bi halal dengan alumni;
11) Menyelenggarakan bazar/lelang;
12) Memotivasi sumbangan keagamaan;
13) Menciptakan kerjasama dengan lembaga sosial/keagamaan untuk menghasilkan dana
MA Swasta (MAS)
Strategi:
1) Mengadakan pertemuan orang tua dan alumni;
2) Menetapkan jumlah uang sekolah yang sama bagi semua murid (termasuk SPP, sumbangan awal 
tahun, dll.);
3) Menerapkan kontribusi wajib yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat pendapatan orang tua;
4) Menerima kontribusi dalam bentuk barang dan jasa;
5) Meningkatkan sumbangan sukarela;
6) Mengembangkan dan mengusulkan proposal untuk dukungan dana dari orang tua, yayasan, alumni 
dan lembaga sosial/keagamaan;
7) Mengembangkan rencana anggaran sekolah (RAPBS) yang dan menginformasikan hal itu kepada 
orang tua dan yayasan;
8) Menjaga hubungan baik dengan orang tua;
9) Menyelenggarakan acara amal;
10) Menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti halal bi halal dengan alumni;
11) Menyelenggarakan bazar/lelang;
12) Memotivasi adanya sumbangan keagamaan;
13) Kerjasama dengan lembaga sosial/keagamaan untuk menghasilkan dana;
14) Memfasilitasi dan mengembangkan unit bisnis yang menguntungkan;
15) Menciptakan kerjasama dengan dunia usaha.
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